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ص ṣad ṣ es (dengan titik dibawah) 
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lambanya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
 اَا fatḥah A A 
اِا Kasrah I I 
 اُا ḍammah U U 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
 اَ  fatḥah dan yā̓̓ Ai a dan i 
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marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
 
 xiii 
Contoh:  
 مِ امَ مْ مَا   مُح مَ ّمْ مَر : rauḍah al-aṭfāl 
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sebuah tanda asydīd (  ّ  ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 
huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
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Contoh: 
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يتلع : „Arabī (bukan „Arabiyy atau „Araby) 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf     (alif 
lam ma‟arifah). Kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-,baik ketika ia diikuti 
oleh huruf syamsyiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi 
huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 
mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar ( - ). 
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 مُ مْورَّلامَ  : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
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حمَ مَ مْلمَ مْامَ  : al-falsafah 
دمَلاثمْامَ  : al- bilādu 
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Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ( „ ) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletah di awal 
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh: 
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yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 
sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 
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al-Qur‟an (dari al-Qur‟ān), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata 
tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi 
secara utuh. Contoh: Fī Ẓilāl al-Qur‟ān atau Al-Sunnah qabl al-tadwīn 
 
9. Lafẓ al-jalālah (ﷲ ) 
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  ييد    dīnullāh   ات  billāh 
Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, 
ditransliterasi dengan huruf (t).contoh:  
 نِِلا  حو ر يف  hum fī raḥmatillāh 
 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
capital, misalnya, digunakan untuk menulis huruf awal nama diri (orang, tempat, 
bulan) dan huruf pertama permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap dengan huruf awal nama 
diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, 
maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan 
yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh 
kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, 
DP, CDK, dan DR). contoh: 
Wa mā Muḥammadun illā rasūl 
Inna awwala baitin wuḍi‟a linnāsi lallaẓī bi bakkata mubārakan 
Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fih al-Qur‟ān 
Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 
Abū Naṣr al-Farābī 
Al-Munqiż min al-Ḋalāl 
 
B. Daftar Singkatan 
 Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
swt.   : subḥānahū wa ta‟ālā 
saw.   : ṣallallāhu „alaihi wa sallam 
a.s.   : „alaihi al-salām 
H   : Hijrah 
M   : Masehi 
SM   : Sebelum Masehi 
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l.   : Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
w.   : Wafat tahun 
QS…/…: 4 : QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli „Imrān/3: 4 
HR   : Hadis Riwayat 
Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut: 
ص      =  حح ص 
مد      =  ىاكه ىّدت 
نعلص    =  نلس ّ َ لع  ٔلص 
ط      =   حعثط 
ىد      =  لشاً ىّدت 
خا       =  اُلخ  ٔا \ٍلخ  ٔا  
ج      =  ءزج 
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ABSTRAK 
 
Nama :  Dinul Fitrah Mubaraq 
NIM :  80103214002 
Judul :  Konstruksi Realitas Pemilihan Gubernur di Media Lokal; Studi 
Komunikasi Politik tentang Wacana Calon Gubernur Sulsel 2018 
pada Harian Fajar dan Celebes TV 
 
 
Tesis ini membahas tentang konstruksi realitas pemilihan gubernur di media 
local, sebuah studi komunikasi politik tentang wacana calon Gubernur Sulsel 2018 
pada Harian Fajar dan Celebes TV. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis teks 
pemberitaan calon gubernur Sulsel periode 2018 pada Harian Fajar dan Celebes TV, 
dan menganalisis praktik diskursus Harian Fajar dan Celebes TV dalam 
pengkonstruksian realitas Pilgub Sulsel periode 2018.  
Penelitian ini menggunakan paradigma kritis dan pendekatan kualitatif dengan 
jenis penelitian analisis teks media yakni Critical Discourse Analysis yang berfokus 
pada subject matter komunikasi politik tentang konstruksi realitas Pilgub Sulsel di 
media lokal. Metode pengumpulan data penelitian ini melalui wawancara mendalam 
proses analisis dokumen berita publikasi Harian Fajar dan program siaran Celebes TV 
terkait pengkontruksian wacana calon gubernur jelang Pilgub Sulsel 2018. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa teks berita Harian Fajar dan program 
siaran Celebes TV cenderung mengkonstruksi isu-isu populis mengenai realitas 
politik jelang Pilgub Sulsel 2018. Penonjolan kekuatan elit, parpol dan kelompok 
dominan serta pemarginalan posisi kontestan pilgub dikonstruksi dalam teks berita 
dengan penekanan pada elemen wacana; semantik, stilistik, skema relasi dan identitas 
aktor politik. Konstuksi teks berita tentang realitas Pilgub Sulsel 2018 memberi kesan 
bahwa entitas media lokal berkarakter partisan, namun pemihakannya pada 
kepentingan kelompok dominan berlangsung secara samar dan dramatis dengan 
mengendalikan teks secara interdiskursif. Praktik wacana di ruang redaksi 
menunjukkan peran sentral redaktur tidak hanya sebatas agen pendefinisi realitas, 
tetapi juga sebagai aktor politik dalam kontestasi wacana Pilgub Sulsel 2018. 
Redaktur memiliki kuasa atas teks yang mampu menciptakan isu politik dalam 
pemberitaan sekaligus berkuasa menentukan arah wacana yang dikonstruksinya. 
Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan konsep-konsep 
linguistik kritis pada analisis teks media, ke depannya perlu dianalisis secara 
komprehensif. Pada level analisis praktik diskursus media harus dilakukan depth 
interview terhadap seluruh komponen struktural media, baik wartawan, redaktur, 
media owner dan relasi-relasi politik di luar media. Pada level analisis sosiokultural 
membutuhkan pengkajian secara mendalam khususnya terkait gejala oligopoli dan 
pemusatan kepemilikan media serta kaitannya dengan upaya pemenuhan ruang publik 
yang memungkinkan warga terlibat dalam diskursus politik yang demokratis dan 
rasional.   
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Pemilihan umum kepala daerah dewasa ini menjadi momentum politik yang 
kian menarik perhatian publik. Jauh sebelum tahapan penyelenggaraan pemilihan 
dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), publik ramai membincangkan 
personalitas calon kepala daerah dari berbagai sisi, baik integritas, kapabilitas dan 
kredibilitasnya. Masing-masing pihak saling beradu argumen untuk mewacanakan 
berbagai keunggulan kandidat mereka. Gejala yang kemudian mengerucut adalah 
terpolarisasinya masyarakat ke dalam kelompok-kelompok fanatisme yang saling 
berlawanan. Fenomena ini lazimnya dijumpai di setiap momentum menjelang 
pemilihan umum kepala daerah. 
Pada realitasnya, komunikasi orang-orang di warung kopi, pengguna media 
sosial, kalangan akademisi maupun perbincangan masyarakat awam pada umumnya 
mengunggulkan beberapa nama sebagai kontestan Pilgub Sulsel 2018, meskipun 
belum dapat dipastikan figur politik itu mendaftar di KPU Provinsi Sulawesi Selatan 
sebagai calon gubernur Sulawesi Selatan. Wacana media mengetengahkan figur yang 
popular sebagai calon gubernur Sulawesi Selatan 2018,
1
 antara lain, Akbar Faizal, 
Aziz Qahhar Mudzakkar, Agus Arifin Nu‟mang, Ilham Arif Sirajuddin, Nurdin 
Abdullah, Ichsan Yasin Limpo, Abdul Rivai Ras, Achmad Tanribali Lamo, 
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Disarikan dari berbagai teks media lokal Sulawesi Selatan, di antaranya harian Fajar (cetak 
dan online), harian Tribun Timur (cetak dan online), Rakyat Sulsel (cetak dan online), 
kabarmakassar.com, rakyatku.com, pojoksulsel.com, dan berbagai media lokal lainnya yang 
mewacanakan sejumlah nama figur politik sebagai calon Gubernur Sulawesi Selatan 2018.  
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Burhanuddin Andi, dimana mereka melalui proses penjaringan oleh partai politik dan 
tengah menjajaki potensi basis pemilih di berbagai daerah. 
Konstruksi realitas politik seperti itu seakan mengulangi sejarah Pilgub Sulsel 
2008. Selain memunculkan pertarungan antarelit politik yang baru maupun pemain 
lama, dinamika pilgub ini sesungguhnya menguras energi publik bahkan berpotensi 
memunculkan konflik horizontal. Nuansa konflik ini bukan hanya terjadi ditingkat 
elit secara vertikal atau rivalitas antarpartai dan antarpolitisi, namun juga dilevel 
grassrot atau masyarakat pemilih yang kian terpolarisasi. Dari sisi geopolitik, 
masing-masing elit politik lokal menentukan pijakan basisnya secara dikotomi, sipil 
dan nonsipil bahkan tidak jarang dipertajam dengan isu kedaerahan, misalnya 
kandidat Bugis versus Makassar dan juga isu politik kekerabatan atau dinasti politik. 
Model politik seperti itu tampaknya menjadi tradisi bagi para calon kepala 
daerah sehingga disadari atau tidak masyarakat termobilisasi mengikuti arus bentukan 
elitis baik melalui perpanjangan tangan para simpatisan, relawan dan tim pemenangan 
di daerah, relasi kuasa pemerintahan dan politik klan, afiliasi pemodal/pengusaha 
untuk pendanaan kampanye, politisasi survei popularitas dan elektabilitas kandidat 
melalui lembaga survei, serta mediasi wacana dan pencitraan kandidat melalui media 
lokal di Sulawesi Selatan.  
Pengemasan “isu politik” melalui media dianggap penting untuk menggiring 
opini publik tentang bentukan citra calon kepala daerah. McNair dalam uraian 
Hamad,
2
 menyatakan bahwa dalam komunikasi politik, aspek pembentukan opini 
justru menjadi tujuan utama, karena hal ini akan menentukan pencapaian politik para 
                                                          
2
Ibnu Hamad, “Konstruksi Realitas Politik Dalam Media Massa; Studi Pesan Politik Dalam 
Media Cetak Pada Masa Pemilu 1999”, Makara Sosial Humaniora, 8, No.1 (2004), h. 22. Lihat juga 
Brian McNair. An Introduction to Political Communication. terj, Imam Muttaqien. Pengantar 
Komunikasi Politik (Cet. I; Bandung: Nusa Media, 2016). 
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aktor politik. Senada dengan itu, Ibrahim berpendapat bahwa faktor penting 
kesuksesan politik dewasa ini adalah dengan mengeksploitasi bebagai tawaran media 
untuk memproyeksikan profil seseorang sekaligus untuk memanipulasi publik.
3
  
Kekuatan media sangat kuat (powerful) sehingga mediasi politik atau 
pewacanaan kepentingan para aktor politik melalui media sangat penting seperti yang 
diungkapkan Hill “politics in the age of mediation”. Peristiwa politik, tingkah laku 
dan pernyataan para aktor politik, sekalipun bersifat rutin, selalu mempunyai nilai 
berita sehingga banyak diliput oleh media massa.
4
 Secara objektif wartawan dan 
media mengkonstruksi berita politik dengan berpedoman pada regulasi pers dan 
berbagai ketentuan normatif di dunia jurnalistik. Namun demikian, subjektifitas 
wartawan adalah suatu keniscayaan jika ditelisik dari sudut pandang ideologi, 
ekonomi politik media yang bersangkutan. 
Faktanya, beberapa media lokal mainstream di Sulawesi Selatan cenderung 
menampilkan wacana yang berbeda tentang isu calon gubernur Sulawesi Selatan 
2018. Hasil studi pendahuluan menunjukkan bahwa publikasi berita yang ditampilkan 
media mainstream di Sulawesi Selatan dominan mengangkat wacana komunikasi 
politik di antara calon gubernur untuk saling menjajaki kemungkinan berpaket pada 
Pilgub Sulsel 2018, dan beragam peristiwa kampanye atau sosialisasi figur politik 
yang dilakukan oleh simpatisan atau tim pemenangan di berbagai daerah.  
Sejumlah nama-nama figur politik kemudian dikerucutkan menjadi tiga paket 
sebagaimana yang dikonstruksi sejumlah media lokal Sulawesi Selatan, di antaranya 
Nurdin Halid berpasangan dengan Aziz Qahhar Mudzakkar (NH-Azis), Nurdin 
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Idi Subandy Ibrahim, Budaya Populer Sebagai Komunikasi; Dinamika Popscape dan 
Mediascape di Indonesia (Jogjakarta: Jalasutra, 2011), h. 190.  
4
Ibnu Hamad, “Konstruksi Realitas Politik Dalam Media Massa”, h. 23.  
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Abdullah berpasangan dengan Andi Sudirman Sulaiman (NA-ASS). dan Ichsan Yasin 
Limpo berpasangan dengan Andi Mudzakkar (IYL-Cakka). Sementara itu, Akbar 
Faisal, Burhanuddin Andi, Rivai Ras dan figur lainnya diposisikan memiliki peluang 
yang sama untuk berpaket dengan elit kuat di Sulawesi Selatan. Narasi tekstual yang 
ditampilkan media mampu menggiring penafsiran pembaca dan pada umumnya 
masyarakat pemilih pada pola pemaketan calon gubernur, dimana dasar pembenar 
atau objektivasi persitiwa itu tidak lain disandarkan pada klaim rasionalitas hasil 
survei tentang popoularitas, akseptabilitas dan elektabilitas kandidat di samping 
manuver politik kelompok kepentingan yang termediasi untuk mencapai dukungan 
publik yang massif. 
Berangkat dari latar permasalahan tersebut, penting untuk menganalisis 
wacana tentang calon Gubernur Sulawesi Selatan 2018 yang dikonstruksi oleh media 
lokal. Konteks ruang dan waktu pembahasan ini memilih peristiwa politik menjelang 
Pilgub Sulsel 2018, sebab secara de facto gejolak politik pemilihan gubernur sudah 
dimulai jauh hari sebelum tahapan pemilihan gubernur dilaksanakan oleh 
penyelenggara pemilu (KPU). Ruang lingkup studi ini terbatas pada konteks yang 
spesifik, yaitu isu calon gubernur Sulsel periode 2018 yang diwacanakan media 
mainstream Sulsel, Harian Fajar mewakili media penerbitan dan Celebes TV 
mewakili media penyiaran. Berdasarkan orientasi demikian, maka metode Critical 
Discourse Analysis (selanjutnya disingkat CDA) relevan digunakan untuk menjawab 
fokus permasalahan tersebut.  
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Berdasarkan pola pengkajian, studi komunikasi politik yang dikaitkan dengan 
media massa, memiliki beberapa varian. Pada tataran makro, kajian yang melihat 
media massa berada dalam sistem politik. Pendekatan ini menghasilkan tesis bahwa 
sistem media massa sebuah Negara tergantung pada sistem politik dimana media 
massa itu berada.
5
 Studi tentang pemanfaatan dan efek media dalam komunikasi 
politik merupakan bentuk lain yang paling banyak dilakukan, dimana studi jenis ini 
berasumsi bahwa media adalah saluran komunikasi politik yang efektif dan media 
massa dinilai memiliki kekuatan yang besar dalam menyebarluaskan pesan-pesan 
politik, sosialisasi politik dan membentuk opini publik.  
Pendekatan lainnya adalah berkaitan dengan isi media tentang kehidupan 
politik. Ada tiga jenis studi yang sama-sama memerhatikan isi media tentang politik. 
Pertama, content analysis (analisis isi) yang membahas perhatian media massa 
terhadap kehidupan politik dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Kedua, 
analisis secara kuantitatif sambil memerhatikan pesan politik simbolik. Ketiga, kajian 
komunikasi politik dengan pendekatan analisis wacana dan analisis wacana kritis.
6
  
Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis wacana kritis sebagai strategi 
analisis. Sesuai dengan orientasi paradigma kritis dan metodologi dalam analisis 
wacana kritis, yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah realitas media berupa 
berita-berita politik yang merupakan hasil konstruksi wartawan yang dipengaruhi 
oleh kekuatan-kekuatan sosial, budaya, ekonomi dan politik masing-masing media 
                                                          
5
Uraian lengkap tentang pers yang selalu mengambil bentuk dan warna struktur sosial dan 
politik dapat dibaca pada tulisan Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, Jurnalistik; 
Teori dan Praktik (Cet.II; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 17-26. 
6
Sebagai contoh riset yang menggunakan critical discourse analysis dapat ditinjau dalam 
karya Ibnu Hamad, Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa; Sebuah Studi Critical Discourse 
Analysis terhadap Berita-Berita Politik (Cet.I; Jakarta: Granit, 2004) 
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dimana wartawan dan redaktur tersebut bekerja. Oleh karena itu, studi ini tidak hanya 
menganalisis teks berita-berita politik yang menjadi objek kajian, melainkan juga 
menganalisis perilaku dan rutinitas tiap-tiap media dalam mengkonstruksi realitas 
politik tersebut.  
Critical Discourse Analysis model Fairclough digunakan sebagai pendekatan 
untuk menganalisis teks dan praktik diskursus pada media Harian Fajar dan Celebes 
TV sebagai representasi media penerbitan dan penyiaran di wilayah Sulawesi Selatan. 
Sesuai tuntutan CDA model Fairclough yang bersifat multilevel analisis, maka fokus 
kajian ini diarahkan pada tiga aspek, yaitu analisis pada level teks berita (text), 
analisis pada level praktik media mengkonstruksi teks (media discourse practice) dan 
analsis pada level situasi politik yang memengaruhi pembuatan teks (socio-cultural 
practice).
7
 
1. Text 
Ricoeur dan Kleden dalam uraian Sobur, mengatakan bahwa teks adalah 
wacana lisan yang difiksasikan ke dalam bentuk tulisan. Sementara menurut Hidayat 
dalam uraian Sobur, teks adalah “fiksasi atau pelembagaan sebuah peristiwa wacana 
lisan dalam bentuk tulisan”. Guy Cook dalam uraian Sobur menyatakan bahwa semua 
bentuk bahasa (verbal dan nonverbal), tidak hanya kata-kata yang tercetak di kertas, 
tetapi juga semua bentuk ekspresi komunikasi, ucapan, musik, gambar, suara dan 
sebagainya.
8
  
Teks yang dimaksud dalam konteks pembahasan ini adalah berita yang 
dipublikasi oleh Harian Fajar dan Celebes TV. Berita tersebut adalah konstruksi 
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Eriyanto, Analisis Wacana; Pengantar Analisis Teks Media (Cet.VI; Yogyakarta: LKiS, 
2008) 
8
Alex Sobur, Analisis Teks Media; Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis 
Semiotik, dan Analisis Framing (Cet.V; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 53-56. 
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persitiwa politik menjelang Pilgub Sulsel 2018 yang disusun wartawan dan redaktur 
dalam ruang redaksi menjadi sebuah berita kemudian dipublikasi kepada khalayak. 
Berdasarkan CDA model Fairclough, tahap awal yang dilakukan adalah menganalisis 
teks berita di mana proses ini juga mengelaborasi CDA model Van Dijk, khususunya 
pada level analisis teks yang mencakup tiga aspek. Pertama, struktur makro, makna 
global dari suatu teks yang diamati dari tema yang diangkat dalam suatu teks, Kedua, 
superstruktur, kerangka suatu teks seperti bagian pendahuluan, isi, penutup dan 
kesimpulan, Ketiga, struktur mikro, makna lokal dari suatu teks yang diamati dari 
pilihan kata, kalimat dan gaya bahasa yang dipakai oleh suatu teks.
9
  
2. Media Discourse Practice 
Praktik diskursus media adalah salah satu konsep yang dikemukakan oleh 
Fairclough terkait CDA. Praktik diskursus memusatkan perhatian pada proses 
produksi dan konsumsi teks. Teks dibentuk melalui praktik diskursus yang sangat 
kompleks, antara lain produksi teks oleh media (media routine), sistem distribusi dan 
konsumsi teks. Dari berbagai faktor yang kompleks tersebut, setidaknya ada tiga 
aspek yang penting. Pertama, dari sisi individu wartawan itu sendiri.  
Kedua, dari sisi hubungan antara wartawan dengan struktru organisasi media, 
baik dengan sesama anggota redaksi atau hubungan antara redaktur, redaktur 
pelaksana, reporter dan sebagainya maupun dengan bidang lainnya seperti periklanan, 
pemasaran, distribusi dan sebagainya. Ketiga, praktik kerja atau rutinitas kerja dari 
produksi berita mulai dari pencarian berita, penulisan, editing sampai muncul sebagai 
tulisan di media. Ketiga elemen tersebut merupakan keseluruhan dari praktik 
diskursus media yang saling kait dalam memroduksi suatu berita.
10
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Eriyanto, Analisis Wacana, h. 227 
10
Eriyanto, Analisis Wacana, h. 316-317. 
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Praktik diskursus media yang dianalisis adalah aspek produksi atau 
pembentukan berita di ruang redaksi dan rutinitas media (media routine) yang 
berhubungan dengan pengkonstruksian berita Pilgub Sulsel 2018. Sedangkan media 
yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah Harian Fajar dan Celebes TV. 
3. Sosiocultural Practice 
Praktik sosiokultural yang dikemukakan oleh Fairclough, menunjukkan 
bahwa konteks sosial yang ada di luar media memengaruhi konstruksi wacana yang 
muncul dalam media.
11
 Dalam perspektif CDA, konteks dari suatu wacana 
merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan, seperti latar, situasi, peristiwa 
dan kondisi.
12
 Konteks yang dimaksud dalam studi ini mencakup tiga aspek. 
Pertama, situasional, yakni berita Pilgub Sulsel 2018 dimunculkan sebagai respon 
atas dinamika politik lokal, Kedua, institusional, yakni determinasi ekonomi politik 
media baik dalam konteks pengaruh internal maupun kekuatan-kekuatan eksternal di 
luar media yang menentukan produksi teks berita Pilgub Sulsel 2018, Ketiga, 
sosiokultural, yakni determinan sosial, politik, budaya yang secara makro dilihat 
dalam dinamika politik yang berpengaruh terhadap diskursus Pilgub Sulsel 2018.  
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Eriyanto, Analisis Wacana, h. 320. 
12
Terminologi konteks menurut Guy Cook sebagaimana yang dikutip Sobur, adalah semua 
situasi dan hal yang berbeda di luar teks dan memengaruhi pemakaian bahasa, seperti partisipan dalam 
bahasa, situasi di mana teks diproduksi dan sebagainya. Lihat Alex Sobur, Analisis Teks Media, h. 56. 
9 
 
 
Tabel 1.1 
Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
 
Fokus Penelitian Deskripsi Fokus  
1. Text  
 
Teks adalah berita tentang calon Gubernur 
Sulsel 2018 pada media Harian Fajar, Celebes 
TV (Publikasi Januari s.d Desember 2017) 
dengan fokus analisis struktur teks:  
1. Struktur makro (tematik) 
2. Superstruktur (skematik) 
3. Struktur mikro (semantik, sintaksis, stilistik, 
dan retoris) 
2. Media discourse practice 
 
Media discourse practice adalah analisis pada 
level praktik media mengkonstruksi teks berita 
Pilgub Sulsel 2018. Fokus yang dianalisis 
adalah proses pembentukan berita di ruang 
redaksi dan rutinitas media (media routine) 
3. Sociocultural practice  Praktik sosiokultural adalah analisis pada level 
situasi politik yang memengaruhi diskursus 
Pilgub Sulsel 2018, antara lain: 
1. Situasional 
2. Institusional 
3. Sosiokultural 
Sumber: Diadaptasi dari kerangka CDA Fairclough dan Van Dijk (Olah Data 2018) 
C. Rumusan Masalah 
Pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimana konstruksi realitas 
politik menjelang pemilihan gubernur Sulsel 2018 di media lokal. Permasalahan 
tersebut kemudian dijabarkan ke dalam sub permasalahan sebagai berikut: 
1. Bagaimana konstruksi teks pemberitaan calon gubernur Sulsel periode 2018 
pada Harian Fajar dan Celebes TV? 
2. Bagaimana praktik diskursus Harian Fajar dan Celebes TV dalam 
mengkonstruksi realitas Pilgub Sulsel periode 2018? 
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D. Kajian Pustaka 
Berdasarkan hasil penelusuran data kepustakaan, ditemukan beberapa 
penelitian akademisi yang telah menganalisis objek tentang pemilu/pilgub dengan 
berbagai perbedaan di antaranya, baik pada aspek substansi masalah yang dianalisis, 
pendekatan teori, paradigma dan perbedaan metodologi penelitian. Paparan data 
kajian pustaka ini hanya berfokus pada penelitian yang mengambil tema konstruksi 
realitas politik pada media massa, mengingat bahwa penelitian terdahulu tentang 
realitas politik pemilu/pilgub bukanlah penelitian yang baru khususnya dalam disiplin 
ilmu politik dan terutama komunikasi politik. Meski demikian, data pembanding tetap 
diuraikan mengenai kajian politik lokal yang menggunakan perspektif ilmu politik 
untuk dikomparasikan dengan hasil studi yang berbasis komunikasi politik. 
1. Hamad, “Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa; Studi Pesan 
Politik Dalam Media Cetak Pada Masa Pemilu 1999” 
Riset yang dilakukan oleh Hamad tersebut bertujuan untuk menganalisis pola 
pengkonstruksian masing-masing parpol dan implikasinya terhadap citra parpol 
tersebut dan mengungkapkan faktor dan orientasi masing-masing media sebagai 
indikator motif mereka dalam mengkonstruksian parpol. Riset yang dilakukan oleh 
Hamad ini memakai metode analisis wacana berdasarkan kerangka analisis kritis 
wacana media (critical analysis of media discourse) dari Fairclough. Hasil penelitian 
Hamad menyimpulkan 3 aspek.  
Pertama, tipologi konstruksi partai-partai politik terbatas pada penyajian 
partai dari sudut pandang ideologi, massa partai, peristiwa seputar kampanye, dan 
pemberian label tertentu, belum menyentuh penggambaran dari sudut visi, misi, 
program dan komitmen partai. Kedua, motif konstruksi menunjukkan beberapa media 
terlibat dengan konstruksi ideologis karena pasar (khalayak pembaca) media itu 
11 
 
 
values laden secara ideologis. Menurut Hamad, dalam keadaan demikian, sebuah 
media memanfaatkan sentimen ideologis untuk mempertahankan pasar. Sebaliknya, 
konstruksi yang bersifat politik praktis, bukan berarti sama sekali tanpa motivasi 
ekonomis. 
Ketiga, faktor internal dan eksternal. Kecenderungan pada motif atau orientasi 
dalam pemberitaan menegaskan faktor-faktor internal mana saja (ideologis, idealis) 
dan faktor eksternal mana saja (pasar, situasi politik) yang lebih berpengaruh 
terhadap pengkonstruksian parpol oleh sebuah koran. Menurut Hamad, di antara 10 
koran itu, media yang lebih dipengaruhi oleh faktor ideologis adalah Republika, 
Rakyat Merdeka, Bali Post, yang dipengaruhi faktor idealis adalah Suara Pembaruan, 
Kedaulatan Rakyat, faktor politis-praktis adalah Media Indonesia dan Haluan, dan 
yang lebih mempertimbangkan pasar atau ekonomi adalah Kompas, Jawa Pos, dan 
Fajar. Hamad menyatakan bahwa dalam situasi kampanye pemilu 1999, faktor 
eksternal ekonomis (pembaca) di sini bias ditambahkan dengan kekerasan massa 
(anarkisme massa) terhadap media massa. Pada masa 1999 itu beberapa peristiwa 
kekerasan massa terhadap media, mulai dari unjuk rasa, protes, pendudukan hingga 
pengrusakan kantor redaksi, acapkali terjadi.
13
 
2. Syaifuddin, “Konstruksi Capres dan Wapres dalam Media Massa; Studi 
Analisis Wacana Kritis Terhadap Wacana Politik Editorial Surat Kabar 
Kompas dan Rakyat Merdeka Dalam Kampanye Pilpres RI 2009” 
Disertasi yang disusun oleh Syaifuddin bertujuan menganalisis wacana Capres 
dan Wapres pada teks editorial surat kabar Kompas dan Rakyat Merdeka pada 
peristiwa kampanye Pilpres RI 2009, menganalisis sistem produksi dan konsumsi 
teks, praktek sosiokultural editorial, dan menganalisis ideologi surat kabar Kompas 
                                                          
13Ibnu Hamad “Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa; Studi Pesan Politik Dalam 
Media Cetak Pada Masa Pemilu 1999”. Makara Sosial Humaniora, 8, No.1(2004), h. 1-30 
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dan Rakyat Merdeka melalui editorial surat kabar tersebut terkait Capres dan Wapres 
pada peristiwa kampanye Pilpres RI 2009. Metode Penelitian yang digunakan 
Syaifuddin adalah kualitatif dengan pendekatan analisis wacana kritis. Hasil 
Penelitian Syaifuddin menyimpulkan, Pertama, konstruksi teks eklektif Kompas 
berpihak kepada Capres Megawati SP, negatif pada SBY-Boediono, positif pada JK-
Wiranto, sedangkan Rakyat Merdeka negatif pada Megawati SP, berpihak kepada 
SBY-Boediono, positif pada JK-Wiranto.  
Kedua, konstruksi wacana Kompas dipengaruhi standarisasi manajemen 
modern, peran dominan elit dan birokratisasi redaksi, segmen pasar, nilai-nilai 
demokrasi Pancasila, nasionalisme, multikulturalisme dan humanisme transenden, 
sedangkan Rakyat Merdeka dipengaruhi kedekatan emosional owner dengan SBY, 
kebebasan Tim Redaksi, segmen pasar yang luas, keberpihakan kepada politik 
pembaca, kapitalisme global dan demokrasi. Ketiga, konstruksi sosiokultural Kompas 
dipengaruhi faktor politik kemanusiaan, pengiklan, pembaca, persaingan antar media, 
keberadaan supporting corporation, demokrasi yang kacau, sistem ekonomi 
monopolistik dan kapitalistik, sedangkan konstruksi Rakyat Merdeka dipengaruhi 
faktor ekonomi politik owner, sistem politik oligarki dan ekonomi monopolistik. 
Keempat, Kompas berideologi kemanusiaan, demokrasi Pancasila, nasionalisme, 
multikulturalisme, humanisme transendetal, dan kapitalisme pinggiran. Tujuan 
akhirnya “kekuasaan ekonomi”, sedangkan Rakyat Merdeka berideologi kapitalisme 
global dan demokrasi. Praktek monopoli ekonomi dan korporasi dengan tujuan akhir 
mengakumulasi ”kekuasaan ekonomi” untuk mencapai “kekuasaan politik”.14 
                                                          
14Syaifuddin, “Konstruksi Capres dan Wapres dalam Media Massa; Studi Analisis Wacana 
Kritis Terhadap Wacana Politik Editorial Surat Kabar Kompas dan Rakyat Merdeka Dalam Kampanye 
Pilpres RI 2009”. Disertasi (Bandung: Ilmu Komunikasi, Program Pascasarjana Universitas 
Padjadjaran, 2013). 
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3. Sugiprawaty, “Etnisitas, Primordialisme dan Jejaring Politik di Sulawesi 
Selatan; Studi Pilgub Di Sulawesi Selatan Tahun 2007-2008” 
Tesis yang disusun oleh Sugiprawaty, bertujuan untuk menganalisis 
berakhirnya dominasi elite Bugis di Sulawesi Selatan, perubahan konstelasi elite di 
Sulawesi Selatan dan prospek hubungan etnis Bugis dan Makassar ke depan serta 
kemungkinan terjadinya pembauran antara kedua etnis tersebut. Dari hasil penelitian 
Sugiprawaty tergambar ketokohan dan kompetensi yang dimiliki Syahrul menjadi 
faktor yang determinan dalam memenangkan pemilihan gubernur. Syahrul memiliki 
keterampilan politik dalam mendapatkan dukungan dari: lintas partai politik, lintas 
etnis, dan lintas agama. Jejaring politik Syahrul di berbagai organisasi dan semua 
kalangan termasuk komunitas masyarakat Sulawesi Selatan yang beragama Kristen 
yang kemudian memberikan arti yang signifikan terhadap kemenangannya dengan 
dukungan Partai Damai Sejahtera dan dukungan Persatuan Pendeta Se-Sulawesi 
Selatan. Selain itu Syahrul menggunakan pendekatan primordial (ikatan 
kekeluargaan, kesukuan, dan kewilayahan). 
Pada Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan, etnisitas semakin lemah. 
Sentimen etnis juga lemah walaupun sengaja dimunculkan oleh kandidat untuk 
mendapatkan dukungan sebanyak-banyaknya dengan memanfaatkan ikatan-ikatan 
primordial. Terlihat dari dukungan etnis Makassar yang sangat dominan kepada 
Syahrul dan kemampuan Amin Syam untuk memenangkan daerah-daerah yang 
merupakan kantong etnis Bugis. Persaingan antaretnis Bugis dan Makassar berlanjut 
pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar dengan menggunakan 
perpaduan kekuatan etnis Bugis dan Makassar dalam satu paket pasangan untuk dapat 
memenangkan pilgub. Sedangkan rekrutmen pada level yang lebih bawah, yakni 
14 
 
 
proses penerimaan CPNS yang lebih berdasarkan sistem merit yang sedikit berbeda 
dengan rekrutmen tenaga honorer yang masih berdasarkan sistem kekerabatan.
15
 
4. Syarifuddin, “Representasi Ideologi Media di Balik Wacana Calon 
Gubernur; Analisis Framing Versi Gamson dan Modigliani terhadap 
Wacana Pilgub Sulsel 2018 dalam Pemberitaan Tribunnews.com edisi 
Rabu, 23 Maret 2016”. 
Penelitian Syarifuddin berfokus pada analisis tentang pengkonstruksian 
realitas calon gubernur Pilgub Sulsel 2018 yang dilakukan Tribunnews.com melalui 
bingkai pemberitaannya dan berupaya melihat representasi ideologi media di balik 
wacana yang dikonstruksinya melalui framing realitas calon gubernur. Penelitian 
Syarifuddin menggunakan pendekatan kualitatif berparadigma kritikal melalui 
analisis teks model Analisis Framing Gamson-Modigliani. Hasil penelitian penelitian 
Syarifuddin menemukan bahwa : 1) pihak media memuncul sejumlah tema minor 
dari tema mayor “wacana Cagub Sulsel”, ketiganya yaitu “Upaya Pencitraan Cagub 
Ideal dalam Pilgub 2018”; “upaya khusus Pencitraan Cagub Ideal tertentu dalam 
Pilgub 2018” dan “upaya marginalisasi cagub dari parpol tertentu”.; 2) Ideologi yang 
terepresentasikan dari sejumlah tema minor tadi yaitu ideologi “Pro Nurdin 
Abdullah” dan “Busines interest”. Terkait gagasan Altschull bahwa bekerjanya media 
memang sudah tidak mungkin bisa benar-benar independen sehubungan media 
memang sudah merupakan agen dari pihak-pihak yang memiliki kekuasaan ekonomi, 
politik dan sosial.
16
 
                                                          
15Sugiprawaty “Etnisitas, Primordialisme, dan Jejaring Politik Di Sulawesi Selatan; Studi 
Pilgub di Sulawesi Selatan Tahun 2007-2008”. Tesis (Semarang: Program Studi Magister Politik, 
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2009) 
16Syarifuddin, “Representasi Ideologi Media di Balik Wacana Calon Gubernur; Analisis 
Framing Versi Gamson dan Modigliani terhadap Wacana Pilgub Sulsel 2018 dalam Pemberitaan 
Tribunnews.com edisi Rabu, 23 Maret 2016”. Jurnal Studi Komunikasi dan Media, 20, No.1 (2016), h. 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  
1. Tujuan Penelitian 
a. Menganalisis teks pemberitaan calon gubernur Sulsel periode 2018 pada Harian 
Fajar dan Celebes TV 
b. Menganalisis praktik diskursus Harian Fajar dan Celebes TV dalam 
pengkonstruksian realitas Pilgub Sulsel periode 2018 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Hasil penelitian ini diharapkan berkontribusi dalam pengembangan kajian ilmu 
dakwah dan komunikasi yang dapat menambah khasanah pengetahuan teoretis, 
metodologis dan empiris melalui kajian komunikasi politik tentang konstruksi 
pemilukada di media lokal. 
b. Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan praktis bagi seluruh pihak 
yang berkompeten, baik bagi pemerintah, akademisi, pengamat politik, praktisi 
media dan masyarakat umum dalam rangka menggiatkan riset komunikasi politik 
dan media literasi sebagai wujud pendidikan politik dan demokrasi di tengah 
masyarakat.  
 
  
BAB II 
TINJAUAN TEORETIS  
 
A. Teori Analisis Teks Media 
1. Teks Berita dalam Paradigma Kritis 
Istilah paradigma dipopularkan oleh Thomas Kuhn dalam karyanya The 
Structure of Scientific Revolution. Menurut Khun, perkembangan ilmu pengetahuan 
bukanlah terjadi secara kumulatif tetapi terjadi secara revolusioner. Khun melihat 
bahwa ilmu pengetahuan pada waktu tertentu didominasi oleh satu paradigma 
tertentu, yaitu suatu pandangan yang mendasar tentang apa yang menjadi pokok 
persoalan (subject matter) dari suatu cabang ilmu.
1
 Dalam lapangan ilmu sosial 
umumnya dikenal empat kategori paradigma yang sering mewarnai penelitian 
akademisi. Guba dan Lincoln dalam uraian Halik, membagi empat kategori 
paradigma penelitian, yaitu positivisme, post-positivisme, konstruktivisme dan 
paradigma kritis.
2
  
Adapun pendekatan paradigma yang menjadi landasan teoretis dan 
metodologis penelitian ini adalah paradigma kiritis khususnya berkenaan dengan 
subject matter komunikasi politik. Paradigma kritis yang bertitiktolak pada ide Karl 
Marx yang selanjutnya dikembangkan oleh Max Hokheimer (1895-1973), Herbert 
Marcuse (1898-1979) dan Theodor Wiesengrund Adorno (1903-1969) di Institut 
Penelitian Sosial Frankfurt-Jerman. Sekelompok intelektual ini kemudian dikenal 
sebagai aliran atau mazhab Frankfurt yang mengembangkan analisis tentang 
                                                          
1
George Ritzer, Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda. terj, Alimandan (Jakarta: 
PT. Raja Grafindo Persada. 2004), h. 4  
2
Abdul Halik, Komunikasi Diskursus dan Demokrasi Deliberatif; Pendekatan Kritis Dalam 
Studi Komunikasi Politik (Cet, I; Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 13.  
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perubahan dalam masyarakat kapitalis Barat atau merupakan kelanjutan dari teori 
klasik Marx (neo marxisme) yang bertujuan menggabungkan filsafat dan ilmu sosial 
menjadi teori sosial kritis.
3
  
Teori Marxis ortodox dalam melihat sejarah mengakui bahwa proses-proses 
perkembangan kekuatan-kekuatan produksi adalah mekanisme utama kemajuan 
masyarakat. Sementara Hokheimer dan Marcuse sebagai generasi pelanjut ide Marx 
seperti yang diuraikan oleh Halik, merumuskan landasan metodologis baru dalam 
pengkajian masyarakat yang kini dikenal dengan “materialisme interdisipliner”. 
Mereka berasumsi bahwa teori kritis yang memulai analisisnya pada tingkat filosofis 
dan histroris, harus pula disertai dengan riset sosial yang empiris sebagai arus 
sekunder refleksinya. Axel Honnet, Giddens dan Turner dalam uraian Halik 
menjelaskan bahwa tulisan-tulisan awal Hokheimer dan Marcuse berisi kritik 
sistematik terhadap positivisme dan secara metodologis dimaksudkan untuk 
membentuk konsep tentang sebuah riset yang interdispliner.
4
 
Pemikiran mazhab Frankfurt terkait kajian media misalnya dikembangkan 
oleh Hall dalam tulisannya “The Rediscovery of Ideology; The Return of the 
Repressed in Media Studies”. Hall mengkritik kecenderungan studi media yang tidak 
menempatkan ideologi sebagai bagian penting dalam studi media. Dalam pemikiran 
mazhab Frankfurt, media hanya dimiliki dan didominasi oleh kelompok dominan 
dalam masyarakat dan menjadi sarana untuk meneguhkan kelompok dominan 
sekaligus memarginalkan dan meminggirkan kelompok minoritas. Karena media 
                                                          
3
Uraian lengkap mengenai tokoh-tokoh teori kritis lainnya dapat ditinjau dalam tulisan Abdul 
Halik, Komunikasi Diskursus dan Demokrasi Deliberatif, h. 13. Lihat juga Novri Susan, Pengantar 
Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010) h. 
20-21.  
4
Abdul Halik, Komunikasi Diskursus dan Demokrasi Deliberatif, h. 17. 
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dikuasai oleh kelompok yang dominan, maka konstruksi realitas sebenarnya 
terdistorsi dan palsu. Oleh karena itu, penelitian media dalam perspektif ini diarahkan 
untuk membongkar kenyataan palsu yang telah diselewengkan oleh kelomok 
dominan untuk kepentingannya.
5
 
Hall dalam uraian Eriyanto, mengajukan gagasan mengenai peranan ideologi 
dalam studi isi teks media yang menurutnya telah absen dalam studi media. Hall 
mengkritik pandangan kaum pluralis yang memercayai bahwa media memainkan 
peranan dalam membentuk konsensus dalam masyarakat dan melalui konsensus itu 
media menempatkan dirinya di tengah masyarakat. Kaum pluralis melihat 
pembentukan konsensus itu terjadi secara alamiah dalam sistem dan struktur yang 
telah ada, padahal menurut Hall pembentukan konsensus terjadi dalam proses yang 
rumit, kompleks dan melibatkan kekuatan-kekuatan sosial yang ada dalam 
masyarakat. Media sebenarnya membentuk kesadaran (manaufactured consent). Hall 
juga merevisi pandangan kritis yang meilihat media seolah berperan secara langsung 
sebagai alat kelomok dominan untuk menguasai kelompok yang tidak dominan.
6
 
Media tidaklah secara sederhana dipandang sebagai refleksi dari konsensus, 
tetai media mereproduksi dan memapankan definisi dari situasi yang mendukung dan 
melegitimasi struktur, mendukung suatu tindakan, dan mendelegitimasi tindakan lain. 
Konstruksi realitas melalui media, menempatkan masalah representasi menjadi isu 
utama dalam penelitian kritis. Realitas tersebut direproduksi oleh representasi dari 
kekuatan-kekuatan sosial dominan yang ada dalam masyarakat. Paradigma kritis 
menurut Hall, melihat media sebagai kunci utama dari pertarungan kekuasaan, 
                                                          
5
Eriyanto, Analisis Wacana; Pengantar Analisis Teks Media (Cet.VI.Yogyakarta; LKiS, 
2008), h. 25-26 
6
Eriyanto, Analisis Wacana, h. 27 
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dimana nilai-nilai kelompok dominan dimapankan, dibuat berpengaruh dan 
menentukan apa yang diinginkan oleh khalayak.
7
 
Dengan demikian paradigma kritis mempunyai pandangan tersendiri terhadap 
berita yang disajikan oleh media melalui bagaimana berita tersebut diproduksi dan 
bagaimana kedudukan wartawan dan media bersangkutan dalam keseluruhan proses 
produksi berita. Dalam konsepsi paradigma kritis, ada empat aspek yang menjadi 
fokus perhatian untuk menganalisis berita dan media, yaitu mengenai fakta, posisi 
media, posisi wartawan, dan hasil liputan.
8
  
a. Fakta 
Pandangan kritis melihat realitas sebagai kenyataan semu yang telah terbentuk 
oleh proses kekuatan sosial, politik dan ekonomi. Oleh karena itu, mengharapkan 
realitas apa adanya tidak mungkin, karena sudah terdistorsi oleh kelomok ekonomi 
dan politik yang dominan. Selain itu, berita adalah hasil dari pertarungan wacana 
antara berbagai kekuatan dalam masyarakat yang selalu melibatkan pandangan dan 
ideologi wartawan atau media. Hal ini sejalan dengan pandangan Hall yang 
menyatakan bahwa realitas tidak secara sederhana dipandang sebagai satu set fakta, 
tetapi hasil dari ideologi atau pandangan tertentu. Definisi mengenai realitas ini 
diproduksi secara terus menerus melalui praktik bahasa dan pendefinisian secara 
selektif realitas yang hendak ditampilkan.  
b. Posisi Media 
Pandangan kritis melihat media bukan hanya alat dari kelompok dominan, 
tetapi juga menjadi medium untuk memroduksi ideologi dominan. Media membantu 
kelompok dominan menyebarkan gagasannya, mengontrol kelompok lain, dan 
                                                          
7
Eriyanto, Analisis Wacana, h. 29 
8
Eriyanto, Analisis Wacana, h. 32-46 
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membentuk konsensus antaranggota komunitas. Bennet dalam uraian Eriyanto 
menyatakan bahwa media dipandang sebagai agen konstruksi sosial yang 
mendefinisikan realitas sesuai dengan kepentingannya. Titik penting dalam 
memahami media menurut paradigma kritis adalah bagaimana media melakukan 
politik pemaknaan. Menurut Hall dalam uraian Eriyanto, makna tidak tergantung 
pada struktur makna itu sendiri, tetapi pada praktik pemaknaan. Makna adalah suatu 
produksi atau praktik sosial.
9
 
c. Posisi Wartawan 
Paradigma kritis melihat aspek etika, moral dan nilai-nilai tertentu tidak 
mungkin dihilangkan dari pemberitaan media. Wartawan bukanlah robot yang 
meliput peristiwa apa adanya. Moral dalam banyak hal berarti keberpihakan pada satu 
kelompok atau nilai tertentu dan merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan 
dalam mengkonstruksi realitas. Wartawan di sini bukan hanya pelapor fakta, karena 
disadari atau tidak ia menjadi partisipan dari keragaman penafsiran dan subjektivitas 
dalam publik. Kerja jurnalistik tidak dapat dipahami semata sebagai kerja profesional 
dimana wartawan bekerja diatur dengan hukum-hukum profesional, tetapi harus 
dipandang sebagai bagian dari praktik kelas. Wartawan adalah kelas tersendiri dan 
hubungannya dengan redaktur, pemilik modal, dan pemasaran adalah relasi antarkelas 
yang berbeda, bukan hubungan profesional.   
d. Hasil Liputan  
Paradigma kritis memandang wartawan adalah bagian terkecil dari struktur 
sosial, ekonomi, dan politik yang lebih besar. Pengaruh modal dan kepemilikan dan 
                                                          
9
Bagi Stuart Hall, media massa pada dasarnya tidak mereproduksi melainkan menentukan 
realitas melalui pemakaian kata-kata terpilih. Makna tidak secara sederhana dianggap sebagai 
reproduksi dalam bahasa, tetapi sebuah pertentangan sosial dan perjuangan dalam memenangkan 
wacana. Oleh karena itu, pemaknaan yang berbeda meruakan arena pertarungan yang memasukkan 
bahasa di dalamnya. Lihat uraian Eriyanto, Analisis Wacana, h. 32-46 
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politik kelas sangat memengaruhi fakta apa yang harus diambil dan bagian mana 
berita itu dibahasakan. Persoalannya bukan wartawan tidak objektif, tetapi struktur di 
luar diri wartawan tersebut yang mempropagandakan nilai-nilai tertentu. Morley dan 
Hacket dalam uraian Eriyanto juga menyatakan bahwa bahasa (dalam konteks ini teks 
berita) tidaklah mungkin bebas nilai. Sebab begitu realitas hendak dibahasakan, selalu 
terkandung ideologi dan penilaian. Oleh karena itu, dalam pandangan kritis, bahasa 
tidak merefleksikan realitas, tetapi ada distingsi antara realitas yang sesungguhnya 
dan realitas yang direpresentasikan melalui bahasa. 
2. Critical Discourse Analaysis 
a. Pengertian Diskursus 
Salah satu konsep analisis teks media yang berparadigma kritis dikenal 
dengan istilah Critical Discourse Analysis (CDA).
10
 Sebelum membahas lebih jauh 
mengenai konsep CDA, terlebih dahulu diuraikan pengertian discourse (wacana). 
Secara etimologi kata discourse berasal dari bahasa Latin “discurrere” (mengalir ke 
sana ke mari) dari nominalisasi kata “discursus” yang berarti mengalir secara terpisah 
yang ditransfer maknanya menjadi terlibat dalam sesuatu, atau memberi informasi 
tentang sesuatu. Dalam bahasa Latin abad pertengahan, kata diskursus berarti 
                                                          
10
Selain bersumber dari mazhab Frankfurt, proposisi-proposisi dasar yang membangun teori 
CDA juga menyerap konstruk pemikiran beberapa intelektual seperti Gramsci, Althusser, Foucault, 
dan selanjutnya dikembangkan lebih lanjut oleh Stuart Hall. Gramsci berperan besar terutama dengan 
teorinya mengenai hegemoni. Ini memberi kemungkinan penjelas bagaimana wacana yang 
dikembangkan mampu memengaruhi khalayak, bukan dengan kekerasan tetapi secara halus dan 
diterima sebagai suatu kebenaran. Althusser memberi sumbangan besar dengan teorinya tentang 
ideologi. Ideologi dilihat sebagai praktik melalui mana seseorang diposisikan dalam posisi tertentu 
dalam hubungan sosial. Sementara Hall adalah pemikir yang berhasil mengintegrasikan teori hegemoni 
Gramsci dan teori struktural Althusser dalam analisisnya tentang media. Lihat uraian Eriyanto, 
Analisis Wacana, h. 14-15 
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percakapan, perdebatan yang aktif, dan juga keaktifan berbicara. Thomas Aquinas 
adalah orang yang pertama kali menggunakan istilah tersebut dalam bidang filsafat.
11
 
Istilah diskursus atau wacana saat ini dipakai oleh banyak kalangan mulai dari 
studi bahasa, psikologi, sosiologi, politik, komunikasi, sastra dan sebagainya. Karena 
itu pengertian wacana sangat beragam dan bergantung pada perspektif pendekatan 
keilmuan yang digunakan. Misalnya dalam studi sosiologi, kata diskursus menunjuk 
terutama pada hubungan konteks sosial dari pemakaian bahasa. Sementara dalam 
lapangan politik, wacana dimaknai sebagai praktik pemakaian bahasa, terutama 
politik bahasa.
12
 Kenyataan pemakaian bahasa di lapangan bukan dilihat dari struktur 
linguistik, melainkan dari konteks pemakaian bahasa, yaitu discourse. Para ahli 
sosiolinguistik terutama memperhatikan struktur interaksi sosial yang dinyatakan 
dalam percakapan dan deskripsi-deskripsi mereka yang dititikberatkan pada konteks 
sosial yang dimasukkan ke dalam klasifikasi sosiologis.
13
  
Weedon dalam uraian Piliang, mendefinisikan diskursus sebagai “cara 
menyusun pengetahuan beserta praktik sosial, bentuk subjektivitas dan relasi 
kekuasaan yang melekat dalam pengetahuan tersebut serta hubungan di antara 
semuanya”. Foucault dalam uraian Piliang menggunakan istilah diskursus dengan 
cara yang baru dalam bukunya “The Archeology of Knowledge”, dengan tidak 
menaruh perhatian pada kajian diskursus dalam kerangka struktur pertandaan, namun 
dalam perspektif genealogi relasi kekuasaan. Dalam pengertian ini, kekuasaan adalah 
                                                          
11
Yoce Aliah Darma, Analisis Wacana Kritis Dalam Multiperspektif (Bandung: PT Refika 
Aditama, 2014), h. 1 
12
Eriyanto, Analisis Wacana, h. 3 
13
Yoce Aliah Darma, Analisis Wacana Kritis Dalam Multiperspektif, h. 1 2 
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relasi yang dibentuk dan disebarluaskan melalui banyak saluran dengan cara yang 
kadang bersifat kontradiktif dan penuh persaingan serta tumpang tindih.
14
   
Foucault dalam uraian Darma, berpendapat bahwa wacana tidak dipandang 
sebagai serangkaian kata atau proposisi dalam teks, tetapi memroduksi sesuatu yang 
lain, sebuah gagasan, konsep atau efek. Wacana dalam pandangan Foucault adalah 
transaksi kekuasaan, melihat kekuasaan termasuk dalam teks. Pelaksanaan kekuasaan 
tidak lepas dari rezim wacana dan setiap wacana mempunyai klaim kebenaran.
15
 
Foucault menjelaskan definisi fenomenal dari wacana dengan potensi politis dan 
kaitannya dengan kekuasaan, yakni diskursus atau wacana diasumsikan sebagai 
“elemen taktis” yang beroperasi dalam kancah relasi kekuasaan. Antara wacana dan 
kekuasaan memiliki hubungan timbal balik, seperti dikatakan Foucault, elemen taktis 
ini sangat terkait dengan kajian strategis dan politis. Tetapi istilah politik di sini tidak 
selalu berarti faktor-faktor pemerintahan, segala sesuatu yang menghegemoni baik 
secara kultural maupun secara ideologis sebenarnya memiliki konstruksi politisnya 
sendiri. Dari definisi Foucault tersebut, terungkap bahwa wacana adalah instrumen 
bagi kepentingan kekuasaan, hegemoni, dominasi kultural dan pengetahuan.
16
 
Merujuk pada pendapat Foucault, wacana dapat dilihat dari tiga aspek. 
Pertama, level konseptual teoretik, wacana diartikan sebagai domain dari semua 
pernyataan, yaitu semua ujaran atau teks yang mempunyai makna dan mempunyai 
efek dalam realitas. Kedua, konteks penggunaan, wacana merupakan sekumpulan 
pernyataan yang dapat dikelompokkan ke dalam kategori konseptual tertentu. Ketiga, 
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metode penjelasan, wacana merupakan suatu praktik yang diatur untuk menjelaskan 
sejumlah pernyataan.
17
  
b. Perspektif CDA 
Istilah analisis wacana adalah istilah umum yang dipakai dalam banyak 
disiplin ilmu dan dengan berbagai pengertian. Meskipun ada gradasi yang besar dari 
berbagai definisi, titik singgungnya adalah analisis wacana berhubungan dengan 
dengan studi bahasa atau konteks sosial pemakaian bahasa. Menurut Hikam dalam 
uraian Eriyanto,
18
 secara garis besarnya analisis wacana paling tidak, dapat ditinjau 
dalam tiga perspektif sebagai berikut: 
1) Positivisme-Empiris 
Bahasa dilihat sebagai penghubung antara manusia dan objek di luar dirinya. 
Berbagai pengalaman manusia dianggap secara langsung diekspresikan melalui 
penggunaan bahasa tanpa kendala dan distorsi, sejauh ia dinyatakan dengan 
pernyataan-pernyataan logis, sintaksis dan terkait dengan pengalaman empiris. Salah 
satu ciri yang menonjol dalam pemikiran ini adalah pemisahan antara pemikiran dan 
realitas. Wacana lantas diukur dengan pertimbangan kebenaran atau ketidakbenaran 
menurut objektivitas kaidah linguistik (sintaksis dan semantik). 
2) Konstruktivisme 
Pandangan ini banyak dipengaruhi oleh pemikiran filsafat fenomenologi 
Edmun Husserl (1859-1938), tentang manusia dan kesadarannya. Aliran ini menolak 
pandangan positivisme-empiris yang memisahkan subjek dengan objek bahasa. 
Konstruktivisme melihat bahasa tidak hanya sebagai alat untuk memahami realitas 
objektif belaka yang memisahkan subjek sebagai penyampai pernyataan. 
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Konstruktivisme justru memosisikan subjek sebagai faktor sentral dalam kegiatan 
wacana serta hubungan-hubungan sosialnya, mampu melakukan kontrol terhadap 
maksud-maksud tertentu dalam setiap wacana. 
3) Kritis        
Pandangan ini mengoreksi pandangan konstruktivisme yang diangap kurang 
sensitif pada proses produksi dan reproduksi makna yang terjadi secara historis 
maupun institusional, belum menganalisis faktor-faktor relasi kekuasaan yang inheren 
dalam setiap wacana yang pada gilirannya membentuk jenis-jenis subjek tertentu 
berikut perilaku-perilakunya. Dalam hal inilah yang melahirkan paradigma kritis 
terutama analisis wacana yang bersifat kritis (CDA). 
Berkaitan dengan perspektif kritis dalam analisis wacana, penelitian ini 
mengetengahkan pendekatan CDA model Norman Fairclough. Menurut Fairclough 
dan Wodak, CDA melihat wacana–pemakaian bahasa dalam tuturan dan tulisan–
sebagai bentuk dari praktik sosial. Wacana sebagai praktik sosial menggambarkan 
sebuah hubungan dialektis di antara peristiwa diskursif tertentu dengan situasi, 
institusi dan struktur sosial yang membentuknya. Melalui wacana, ketimpangan sosial 
dipandang sebagai suatu common sense, suatu kewajaran alamiah dan memang 
seperti itu kenyataannya. CDA melihat bahasa sebagai salah satu faktor penting 
dalam analisisnya, yakni bagaimana bahasa digunakan untuk melihat ketimpangan 
kekuasaan dalam masyarakat terjadi atau menyelidiki bagaimana melalui bahasa 
kelompok sosial yang ada saling bertarung dan mengajukan versinya masing-masing. 
Oleh karena itu, CDA tidak dipahami semata sebagai studi bahasa, tetapi juga 
menghubungkan dengan konteks dan praktik tertentu, termasuk dalam praktik politik 
dan kekuasaan.
19
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c. Karaktersitik CDA 
Critical Discourse Analysis memiliki karakteristik kajian yang bersifat 
holistik (menyeluruh) mencakup analisis teks, intertekstual dan kontekstual, yang 
membedakannya dengan analisis konten atau linguistik yang bersifat struktural. 
Berdasarkan cakupan analisisnya, ada lima karakteristik umum CDA seperti yang 
tersebar dalam tulisan Teun A. Van Dijk, Wodak dan N. Fairclough.
20
  
1) Tindakan 
Wacana dipahami sebagai sebuah tindakan atau sebuah interaksi. Wacana 
dipandang sebagai sesuatu yang bertujuan, apakah mempengaruhi, mendebat, 
membujuk, menyangga, bereaksi, dan sebagainya. Wacana dipahami sebagai sesuatu 
yang diekspresikan secara sadar, terkontrol, bukan sesuatu yang di luar kendali atau 
diekspresikan di luar kesadaran. 
2) Konteks 
Critical Discourse Analysis mempertimbangkan konteks dari wacana seperti 
latar, peristiwa, kondisi dan sebagainya. Wacana disini dipandang sebagai sesuatu 
yang diproduksi, dimengerti, dan dianalisis pada suatu konteks tertentu. Menurut Guy 
Cook, menyebutkan tiga hal yang sentral dalam pengertian wacana, yaitu teks, 
konteks, dan wacana. Bahasa disini tidak dipahami sebagai mekanisme internal dan 
linguistik semata dan sesuatu yang terisolir dari dunia luar melainkan berkaitan erat 
dengan konteks diluar teks (partisipan, situasi, fungsi yang dimaksud dan 
sebagainya).
21
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3) Historis 
Wacana yang diproduksi selalu dipengaruhi oleh sejarah yang mengikutinya. 
Salah satu aspek penting untuk dapat mengerti teks adalah dengan menempatkan 
wacana itu dalam konteks historis tertentu. Pemahaman mengenai wacana teks hanya 
akan diperoleh jika terlebih dahulu memberikan konteks historis dimana konteks 
tersebut diciptakan. Misalnya teks-teks yang lahir pada rezim orde baru, maka 
pemahaman terhadap teks hanya bisa dicapai apabila dikaitkan dengan konteks 
historis pada saat itu. 
4) Kekuasaan 
Critical Discourse Analysis mempertimbangkan elemen kekuasaan (power). 
Wacana muncul dalam bentuk teks tidak dipandang sebagai sesuatu yang alamiah 
atau bersifat netral tetapi merupakan suatu bentukan dengan campur tangan 
kekuasaan. CDA tidak membatasi diri pada detil teks maupun struktur saja tetapi juga 
menghubungkan dengan kekuatan kekuasaan sosial, politik, ekonomi, maupun 
budaya tertentu. 
5) Ideologi 
Ideologi adalah titik utama dalam Critical Discourse Analysis yang bersifat 
kritis. Sebab percakapan dan teks wacana adalah praktik ideologi atau pencerminan 
ideologi tertentu tentang bagaimana mengekalkan kekuasaan memroduksi serta 
melegitimasi dominasi. Caranya, dengan membuat kesadaran kepada khalayak bahwa 
dominasi itu diterima secara taken for granted. Wacana dalam pandangan kritis 
merupakan saluran dimana kelompok dominan memersuasi dan mengkomunikasikan 
kepada khalayak untuk memroduksi kekuasaan dan dominasi yang mereka miliki 
sehingga tampak absah dan benar. 
28 
 
 
3. Kerangka CDA Model N.Fairclough 
Literatur tentang Critical Discourse Analysis (CDA) setidaknya menguraikan 
dua model pendekatan yang umumnya digunakan untuk menganalisis teks media, 
yaitu model analisis kognisi sosial yang dikonseptualkan oleh van Dijk, dan model 
analisis perubahan sosial yang digagas oleh Fairclough.
22
 Berdasarkan relevansinya 
dengan fokus masalah, landasan paradigma dan teori, penelitian ini menggunakan 
CDA model Fairclough. Gagasan Fairclough banyak dipengaruhi oleh Foucault dan 
pemikiran intertekstualitas Kristeva dan Bakhtin. Gagasan inti Fairclough adalah 
wacana harus dipandang sebagai praktik sosial.
23
  
Asumsi teoretis CDA model Fairclough adalah upaya menghubungkan teks 
yang mikro dengan konteks masyarakat yang makro. Fairclough menegaskan bahwa 
bahasa adalah praktik kekuasaan, bahasa membawa konsekuensi tertentu, dimana 
bahasa secara sosial dan historis adalah bentuk tindakan dalam hubungan dialektik 
dengan struktur sosial. Selanjutnya menurut Fairclough analisis wacana harus 
dipusatkan pada bagaimana bahasa itu terbentuk dan dibentuk dari relasi sosial dan 
konteks sosial tertentu.
24
  
Critical Discourse Analysis model Fairclough mengintegrasikan secara 
bersama-sama antara analisis lingusitik dan pemikiran sosial politik (sociopolitical 
linguistic) dan secara umum menganalisis perubahan sosial. Fairclough menggunakan 
term wacana untuk menjelaskan bentuk pemakaian bahasa sebagai praktik sosial, 
lebih dari aktivitas individu atau sekedar merefleksikan sesuatu.
25
 Fairclough 
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membagi analisis wacana ke dalam tiga dimensi, antara lain; teks, praktik diskursus, 
dan praktik sosiokultural seperti yang tampak pada Gambar 21 berikut.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.1 Critical Discourse Analysis model Norman Fairclough  
Sumber : Eriyanto. Analisis Wacana; Pengantar Analisis Teks Media. Yogyakarta; LKiS, 
2008 
a. Teks 
Fairclough melihat teks dalam berbagai tingkatan. Sebuah teks tidak hanya 
menampilkan bagaimana suatu objek digambarkan, tetapi juga bagaimana hubungan 
antarobjek didefinisikan. Teks dalam hal ini dianalisis secara linguistik, dengan 
melihat kosakata, semantik, dan tata kalimat, koherensi, dan kohesivitas atau 
bagaimana antarkata-antarkalimat tersebut digabung sehingga membentuk pengertian. 
Semua elemen lingusitik itu digunakan untuk melihat, 1) ideasional atau representasi 
muatan idelogis tertentu yang ditampilkan dalam teks, 2) relasi yang merujuk pada 
konstruksi hubungan antara wartawan dan pembaca, atau teks disampaikan secara 
formal, informal, tertutup atau terbuka kepada pembaca, 3) identitas merujuk pada 
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konstruksi dari identitas wartawan dan pembaca atau bagaimana personal dan 
identitas hendak ditampilkan dalam teks.
26
 
b. Intertekstualitas 
Intertekstual merupakan gagasan penting dari Fairclough yang dikembangkan 
dari pemikiran Kristeva dan Bakhtin. Intertekstual adalah sebuah istilah dimana teks 
dan ungkapan dibentuk oleh teks yang datang sebelumnya, saling menanggapi dan 
salah satu bagian dari teks tersebut mengantisipasi lainnya. Dalam pengertian 
Bakhtin, seperti yang diurai Fairclough, semua ungkapan baik tertulis maupun lisan, 
dari semua jenis teks seperti laporan ilmiah, novel, dan berita dibedakan di antaranya 
oleh perubahan dari pembicara (atau penulis), dan ditujukan dengan pembicara atau 
penulis sebelumnya (baik laporan ilmiah atau novel). Setiap ungkapan dihubungkan 
dengan rantai dari komunikasi. Semua pernyataan ungkapan didasarkan oleh 
ungkapan yang lain, baik eksplisit maupun implisit. Disini kata-kata lain dievaluasi, 
diasimilasi, disuarakan, dan diekspresikan kembali dengan bentuk lain. Semua 
pernyataan dalam hal ini teks didasarkan dan mendasari teks lain.
27
 
Salah satu gagasan Bakhtin, wacana bersifat dialogis, seorang penulis teks 
pada dasarnya tidak berbicara dengan dirinya sendiri dan menyuarakan dirinya 
sendiri. Ia berhadapan dengan suara lain, teks lain. Bakhtin di antaranya menunjuk 
pada puisi sebagai suatu karya di mana penulis secara penuh menyuarakan dirinya 
sendiri. Sebaliknya pada novel, penulis berhadapan dengan suara suara lain. Di sini, 
menarik untuk diperhatikan bagaimana penulis menempatkan dirinya dan suara-suara 
lain tersebut dalam teks. Fairclough mengadopsi teori intertekstualitas Bakhtim 
tersebut untuk menggambarkan wartawan sebagai pemroduksi teks juga menghadapi 
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gejala yang sama seperti yang ditulis oleh Bakhtin untuk sastra. Bahkan apa yang 
dihadapi oleh wartawan lebih kompleks, karena ia memberitakan peristiwa dengan 
aneka suara dari begitu banyak pandangan dan suara. Teori intertekstualitas dipakai 
untuk menghadirkan bagaimana wartawan menghadapi aneka suara itu dan 
bagaimana ia menampilkan suara dan pandangan banyak pihak itu dihadapkan 
dengan suaranya sendiri yang akan ditampilkan dalam teks berita.
28
 
c. Discourse Practice 
Analisis discourse practice memusatkan perhatian pada aspek produksi dan 
konsumsi teks. Teks dibentuk melalui suatu praktik diskursus yang akan menentukan 
bagaimana teks itu diproduksi. Menurut Fairclough, ada dua sisi dari praktik 
diskursus media, yakni produksi teks (di pihak media) dan konsumsi teks (di pihak 
khalayak). Ada tiga aspek penting terkait dengan hal tersebut, pertama, dari sisi 
individu wartawan itu sendiri. Kedua, dari sisi hubungan antara wartawan dan 
struktur organisasi media, baik dengan sesama anggota redaksi (hubungan antara 
redaktur, redaktur pelaksana, reporter dan sebagainya), maupun dengan bidang lain 
dalam satu media (periklanan, pemasaran, distribusi dan sebagainya). Ketiga, praktik 
kerja atau rutintas kerja dari produksi berita mulai dari pencarian berita, penulisan, 
editing, sampai muncul sebagai berita di media. Ketiga elemen tersebut merupakan 
keseluruhan dari praktik diskursus media yang saling kait dalam memroduksi suatu 
wacana berita.
29
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d. Sociocultral Practice 
Analisis sociocultural practice didasarkan pada asumsi bahwa konteks sosial 
yang ada di luar media memengaruhi wacana yang muncul dalam media. Ruang 
redaksi atau wartawan bukanlah bidang atau kotak kosong yang steril, tetapi sangat 
ditentukan oleh faktor di luar dirinya. Sociocultural practice memang tidak 
berhubungan langsung dengan produksi teks, tetapi menentukan bagaimana teks 
diproduksi dan dipahami. Menurut Fairclough, sociocultural practice menentukan 
teks secara tidak langsung karena dimediasi oleh media discourse practice. Lebih 
lanjut Fairclough membuat tiga level analisis pada sociocultural practice, yaitu level 
situasional, institusional, dan sosial.
30
  
Situasional dalam hal ini konteks sosial, dimana teks yang diproduksi 
memperhatikan aspek situasional. Jika wacana dipahami sebagai suatu tindakan, 
maka tindakan itu sesungguhnya adalah upaya untuk merespon situasi atau konteks 
sosial tertentu. Institusional melihat bagaimana pengaruh institusi organisasi dalam 
praktik produksi wacana. Institusi ini bisa berasal dari dalam diri media sendiri 
maupun kekuatan-kekuatan eskternal yang menentukan proses produksi berita. Faktor 
institusi yang penting adalah institusi yang berhubungan dengan ekonomi media yang 
sedikit banyak dapat berpengaruh terhadap wacana yang muncul dalam pemberitaan. 
Selain itu, institusi politik juga secara tidak langsung dapat memengaruhi kebijakan 
yang dilakukan oleh media. Kemudian aspek sosial yang menurut Fairclough sangat 
berpengaruh terhadap wacana yang muncul dalam pemberitaan sebab wacana 
ditentukan oleh perubahan sistem politik, sistem ekonomi, dan sistem budaya 
masyarakat secara keseluruhan.
31
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B. Komunikasi Politik dan Media Massa  
1. Komunikasi Politik  
Secara umum komunikasi politik tidak memiliki pengertian yang baku, sebab 
para ahli melihatnya dari beragam sudut pandang, baik dalam perspektif ilmu politik, 
sosiologi, komunikasi dan kombinasi di antara ketiganya. Meskipun demikian, dalam 
pembahasan ini, semua perspektif komunikasi politik akan didiskusikan. Komunikasi 
politik menurut Surbakti adalah proses penyampaian informasi mengenai politik dari 
pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah.
32
 Pengertian 
senada diungkapkan oleh Halik, bahwa pada tataran arus bergulirnya pesan politik, 
komunikasi politik berlangsung dalam dua level, yakni di level sistem politik dan 
yang berlangsung di ruang publik, sebuah arus komunikasi top down dan arus 
komunikasi yang bersifat bottom up atau dari publik menuju elit.
33
 
Orientasi komunikasi politik yang disebutkan di atas tampaknya menegaskan 
apa yang dijelaskan oleh Rush dan Althoff, bahwa komunikasi politik adalah suatu 
proses dimana informasi politik yang relevan diteruskan dari satu bagian sistem 
politik kepada sistem politik yang lain dan antara sistemsistem sosial dengan 
sistemsistem politik.
34
 Pengertian lainnya dijelaskan oleh Arifin, komunikasi politik 
diartikan sebagai “pembicaraan dan tindakan politik” untuk memengaruhi manusia 
dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
35
 Hal ini sejalan dengan pendapat 
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Nimmo dalam uraian Gatara dan Said, bahwa komunikasi politik adalah pembicaraan 
atau kegiatan berpolitik adalah berbicara. Namun demikian, politik tidak hanya 
pembicaraan dan tidak semua pembicaraan adalah politik, tetapi kegiatan 
berkomunikasi antara orangorang yang melibatkan politik di mana komunikasi 
meliputi politik.
36
 
Maran secara lebih kontekstual menyitir pandangan Rush dan Althoff, 
menjelaskan bahwa komunikasi politik merupakan suatu elemen dinamis sistem 
politik dan yang menentukan sosialisasi politik dan partisipasi politik. Lebih lanjut 
Maran mengatakan bahwa pola-pola komunikasi politik, komunikasi pengetahuan, 
nilai-nilai dan sikap-sikap yang dikembangkan suatu negara menentukan bentuk 
sosialisasi politik dan partisipasi politik yang terjadi di negara tersebut. Dalam hal ini 
komunikasi politik menentukan corak perilaku insan politik.
37
 
Pengertian komunikasi politik yang dijelaskan Maran di atas menunjukkan 
adanya peran komunikasi politik dalam sistem politik, terutama berkaitan dengan 
pelaksanaan sosialisasi politik dan partisipasi politik. Dalam pengertian yang relatif 
sama, Galnor dalam uraian Arifin mengatakan bahwa komunikasi politik mendukung 
pelaksanaan fungsi struktur politik. Struktur politik mencakup suprastruktur atau 
kelompok yang ada dalam pemerintahan yang dikenal dalam bentuk lembagalembaga 
negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif). Sementara infrastruktur politik merupakan 
kelompok struktur yang ada dalam masyarakat yang dikenal dalam bentuk organisasi 
                                                          
36
AA.Said Gatara dan Moh.Dzulkiah Said, Sosiologi Politik; Konsep dan Dinamika 
Perkembangan Kajian (Cet.I; Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 135 
37
Rafael Raga Maran, Pengantar Sosiologi Politik (Cet.I; Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 
158-159  
35 
 
 
kepentingan, seperti partai politik, persatuan mahasiswa, majelis ulama, himpunan 
tani dan nelayan dan lainnya.
38
  
Dengan demikian, komunikasi politik berperan dalam suatu sistem politik 
terutama untuk memperlancar pelaksanaan fungsi sistem politik. Almond dan Powel 
menempatkan komunikasi politik sebagai suatu fungsi politik bersamasama dengan 
fungsi artikulasi, agregasi, sosialisasi dan rekrutmen yang terdapat dalam suatu sistem 
politik. Demikian juga Meadow yang menyatakan bahwa komunikasi politik meliputi 
segala bentuk pertukaran simbol atau pesan yang pada tingkat tertentu dipengaruhi 
atau memengaruhi berfungsinya sistem politik.
39
 
Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa bahwa 
komunikasi politik memainkan peranan yang sangat penting dan strategis di dalam 
sistem politik, terutama menjadi bagian yang menentukan dalam sosialisasi politik, 
partisipasi politik dan perekrutan politik. Selain itu, pendapat Rush dan Althof juga 
relavan dikaitkan dalam konteks bahasan ini, bahwa aktivitas politik individu sangat 
ditentukan oleh komunikasi politik.
40
 Uraian singkat komunikasi politik ini menjadi 
dasar untuk memahami praktik komunikasi politik dalam sistem politik demokrasi, 
khususnya penyelenggaran Pilgub Sulsel, baik sosialisasi politik kandidat, rekrutmen 
politik parpol, agregasi kelompok kepentingan, pemuka pendapat dan warga 
masyarakat dalam kaitannya dengan diskursus politik media massa.      
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2. Relasi Media, Organisasi Politik dan Warga 
Pembahasan mengenai relasi media, organisasi politik dan warga perlu 
diuraikan secara kontekstual seperti yang terkonsep dalam pendekatan critical 
discourse analysis model Fairclough, terutama pada aspek sociocultural practice 
yang menekankan analisis pada level institusional dan sosial.
41
 Institusional diartikan 
sebagai pengaruh institusi organisasi dalam praktik produksi wacana. Institusi ini bisa 
berasal dari dalam diri media sendiri maupun kekuatan-kekuatan eskternal misalnya 
institusi politik dan ekonomi yang secara tidak langsung dapat memengaruhi 
kebijakan media. Dalam konteks inilah CDA model Fairclough relevan dengan 
perspektif komunikasi politik model McNair, di mana sociocultural practice 
memeroleh penjelasan secara lebih kontekstual dalam uraian McNair tentang unsur 
komunikasi politik dalam rangka memahami tindakan politik, yakni relasi antara 
media, organisasi politik dan warga.  
Unsur pertama dalam studi komunikasi politik menurut McNair adalah 
organisasi politik yang mencakup partai politik, organisasi publik, kelompok penekan 
dan pemerintah. Dalam konteks ini, McNair lebih menekankan “pelaku politik” di 
setiap model kelembagaan politik itu dengan mendefinisikan pelaku politik sebagai 
individu yang berkeinginan melalui sarana organisasi dan institusi untuk 
memengaruhi pengambilan keputusan. Mereka yang berkepentingan berupaya 
menempati kekuasaan politik kelembagaan (dalam pemerintahan atau dewan 
perwakilan) yang memungkinkan kebijakan-kebijakannya diimplementasikan.
42
  
Lebih lanjut McNair menjelaskan kategori pelaku politik sebagai berikut: 
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… meliputi partai-partai politik yang mapan, sekumpulan individu yang satu 
pandangan, yang dipersatukan dalam struktur organisasi dan ideologi yang 
disepakati untuk mencapai tujuan bersama … terlepas dari perbedaan 
ideologis yang bisa dijumpai antara partai-partai politik modern, mereka 
memiliki kesamaan komitmen terhadap sarana konstitusional untuk mencapai 
tujuan mereka dengan meyakinkan rakyat secara keseluruhan tentang 
kebenaran mereka dan menempatkan kebijakan mereka untuk diuji melalui 
pemilu berkala.
43
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.2  Komunikasi politik model Brian McNair 
Sumber :  Brian McNair, An Introduction to Political Communication. Bandung: Nusa 
Media, 2016 
Unsur kedua adalah publik yang menurut McNair tujuan proses komunikasi 
politik sejatinya untuk meyakinkan publik. Publik sebagai target komunikasi politik 
sangat luas, namun semua komunikasi politik ditujukan untuk menimbulkan 
pengaruh terhadap penerima pesan. Meskipun pengaruh atau dampak pesan media 
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sangat kompleks dan kontroversial, investigasi secara empiris dilakukan oleh McNair 
dengan menunjukkan bukti yang mendukung dan membantah kefektifan komunikasi 
politik, seperti pentingnya citra visual seorang politisi dalam membentuk persepsi 
pemilih, dampak liputan media yang bias mengenai hasil pemiliu dan relasi opini 
publik dengan upaya-upaya politisi dan media untuk menetapkan agenda.
44
 
Unsur ketiga dalam proses komunikasi politik adalah organisasi media, 
dimana McNair menyebut tiga jenis media massa, yakni media cetak, siar dan online. 
Peran media dalam sistem politik demokrasi sebagaimana pandangan McNair, 
mengakomodasi dua kepentingan sekaligus secara simultan. Di satu sisi media 
berfungsi sebagai pengirim pesan komunikasi politik yang berasal dari luar organisasi 
media itu sendiri, dan pada aspek yang lain sebagai penyalur pesan politik yang 
disusun oleh waratawan dan produsen eksternal media seperti blogger. Contoh yang 
lebih konkrit mengenai kedua hal itu diuraikan McNair sebagai berikut: 
… para pelaku politik harus menggunakan media untuk menyampaikan pesan 
mereka kepada khalayak yang dikehendaki. Program politik, pernyataan 
politik, himbauan memilih, kampanye kelompok penekan sama-sama 
memiliki eksistensi politik, dan keefektifan komunikasi hanya pada tataran di 
mana itu semua dilaporkan dan diterima sebagai pesan oleh khalayak media. 
Karena itu semua aktor politik harus memeroleh akses ke media dengan cara 
apa saja …45  
Inti pandangan McNair tentang studi komunikasi politik adalah eksistensi 
tindakan pelaku politik yang termediasi. Dalam konteks ini organisasi media, 
organisasi politik atau politisi dan publik dilihat dalam hubungan yang dialektis. 
Analisis McNair yang lebih konkrit adalah pembuktian empiris tentang afiliasi politik 
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partai dengan media (misalnya kasus pemilu di Inggris),
46
 demikian pula sebaliknya 
media dinyatakan memiliki peran signifikan sebagai “pelaku politik” dengan 
menjelaskan bermacam cara media–misalnya mendefinisikan realitas politik–untuk 
mengintervensi proses politik.
47
    
Konstruk pemikiran McNair sebenarnya mengejawantahkan teori demokrasi 
liberal, seperti pemikiran John Stuart Mill, untuk membedah dimensi empiris 
komunikasi politik, baik pada aspek konstitusional, partisipasi dan pilihan rasional. 
Dalam pembahasan yang sama, McNair juga menyerap pemikiran sosiolog Jerman, 
Jurgen Habermas (generasi akhir mazhab Franfurt), tentang opini publik yang 
diejawantahkan dalam ruang publik (lihat Gambar 2.3) terdiri dari institusi-institusi 
komunikasi pada suatu masyarakat yang di dalamnya beredar fakta dan opini serta 
pengetahuan umum sebagai landasan bagi tindakan politik kolektif.
48
 
3. Konsep Media dalam Proses Demokrasi 
a. Fungsi Media dalam Demokrasi Tipe Ideal 
Dalam perbincangan-perbincangan tentang demokrasi, aspek komunikasi (dan 
saat ini media komunikasi) tidak dapat diabaikan sebagai bagian penting berjalannya 
sistem politik yang demokratis. Media komunikasi menjadi instrumen penting 
sebagai saluran komunikasi politik yang memungkinkan bagi setiap warga negara 
bukan saja mengetahui berbagai isu atau masalah politik nasional maupun politik 
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lokal, tetapi juga sebagai media yang mampu menjadikan warga negara didengar 
aspirasinya oleh para politisi atau wakil rakyat. Murdock dan Golding dalam uraian 
Putra, menyatakan bahwa warga negara (dalam dimensi sipil, politik, dan sosial) juga 
berhak untuk memeroleh akses universal pada fasilitas komunikasi dan informasi 
yang memungkinkan rakyat mewujudkan hak-hak kewarganegaraan seperti hak untuk 
berpartisipasi dalam kehidupan politik.
49
 
Lebih lanjut Murdock dan Golding, berpendapat bahwa sistem komunikasi 
dan informasi harus memiliki dua ciri utama. Pertama, pada tingkat produksi, ia 
harus menawarkan keberagaman dan menyediakan umpan balik dan kemungkinan 
partisipasi bagi khalayak. Kedua, pada tingkat konsumsi, ia harus menjamin akses 
universal bagi setiap warga terhadap lembaga komunikasi. Dengan pertimbangan 
tersebut, sistem media yang biasanya diatur melalui regulasi media massa harus 
menjamin kedua kepentingan tersebut.
50
 Dikaitkan dengan kehidupan politik, media 
massa harus menyajikan informasi tentang berbagai isu publik bagi setiap warga 
negara sehingga mereka dapat menentukan pilihan-pilian dan dukungan politis yng 
dibuatnya secara memadai. Warga negara kemudian dapat menentukan pilihannya 
berdasarkan informasi yang tersedia.  
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Lebih lanjut Norris berpendapat bahwa fungsi media massa pers dalam 
demokrasi setidaknya mencakup tiga aspek, yaitu media sebagai civic forum, media 
sebagai pengawas pemerintah atau lembaga publik, dan media sebagai agen 
mobilisasi dukungan warga terhadap suatu posisi politis.
51
 Ketiga fungsi media 
tersebut dapat digunakan untuk membedah kinerja media dikaitkan dengan proses 
demokrasi di samping juga dapat digunakan parameter lain yang lebih luas seperti 
yang disimpulkan oleh McNair tentang lima fungsi media komunikasi dalam 
masyarakat demokrasi tipe ideal.
52
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.3  Ruang Publik 
Sumber :  Brian McNair, An Introduction to Political Communication. Cet. I; Bandung: 
Nusa Media, 2016 
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Pertama, fungsi-fungsi itu harus menginformasikan warga tentang apa yang 
terjadi di sekitar mereka (apa yang kita sebut fungsi media dalam hal pengawasan 
atau pemantauan). 
Kedua, fungsi-fungsi itu memberi edukasi mengenai makna dan signifikan 
„fakta‟. Pentingnya fungsi ini menjelaskan keseriusan jurnalis dalam melindungi 
obyektifitasnya, karena nilai mereka sebagai edukator mengasumsikan kenetralan 
profesional dari persoalan-persoalan yang dianalsis. 
Ketiga, media harus menyediakan platform bagi wacana politik publik, 
memfasilitasi pembentukan opini itu. Ini mesti mencakup penyediaan ruang untuk 
mengekspresikan perbedaan pendapat, yang tanpa itu konsensus demokrasi tidak 
akan ada artinya. 
Keempat, media memberikan publisitas bagi institusi pemerintah dan politik, 
yakni memiliki pengaruh terhadap realitas politik obyektif bila tindakan dari pihak 
yang memegang kekuasaan tertinggi bisa dilakukan pengawasan publik, yakni sejauh 
mana tindakan itu bisa diamati, bisa dipastikan, diakses, dan dipertanggungjawabkan. 
Harus ada derajat „keterbukaan‟ seputar kegiatan golongan politik agar opini publik 
masyarakat dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. 
Kelima, media dalam masyarakat demokratis berfungsi sebagai saluran bagi 
dukungan atas pandangan-pandangan politik. Partai-partai memerlukan saluran untuk 
menyuarakan kebijakan dan program-program mereka kepada khalayak massa, dan 
karena itu media harus terbuka bagi mereka. Selain itu, sebagian media terutama 
cetak akan secara aktif mendukung partai yang satu atau yang lain pada masa masa 
sensitif semisal pemilu. Dalam pengertian terakhir itu, fungsi advokasi media juga 
bisa dipandang sebagai fungsi persuasi atau meyakinkan. 
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Agar fungsi-fungsi tersebut bisa dilaksanakan secara memadai dan agar 
memungkinkan adanya ruang publik dan selanjutnya demokrasi riil, ada sejumlah 
syarat yang harus dipenuhi. Menurut Habermas, wacana politik yang disebarluaskan 
oleh media haruslah dapat dipahami oleh rakyat. Wacana ini juga harus jujur, yakni 
mencerminkan niat murni dan tulus dari si pembicara. Hauser mengikhtisarkan 
pandangan Habermas sebagai berikut: 
Pertama, ruang publik harus bisa di akses oleh semua warga. Kedua akses 
informasi haruslah tersedia. Ketiga, sarana khusus untuk menyampaikan 
informasi harus bisa terpengaruh olehnya dan harus ada jaminan 
terlembagakan bagi adanya ruang publik.
53
 
Habermas dalam uraian Halik, juga menjelaskan konsep ruang publik politis 
sebagai kondisi-kondisi komunikasi yang memungkinkan warga negara membentuk 
opini dan kehendak secara diskursif. Lebih lanjut Halik menjelaskan kondisi-kondisi 
yang diacu Habermas dalam ruang publik politis: 
Pertama, partisipasi dalam komunikasi politis hanya mungkin jika 
menggunakan bahasa yang sama dengan semantik dan logika yang konsisten 
digunakan. Kedua, semua partisipan dalam ruang publik politis memiliki 
peluang yang sama untuk mencapai suatu konsensus yang fair dan 
memperlakukan mitra komunikasinya sebagai pribadi otonom yang mampu 
bertanggungjawab dan bukan sebagai alat yang dipakai untuk tujuan-tujuan di 
luar mereka. Ketiga, adanya aturan bersama yang melindungi proses 
komunikasi dari represi dan diskriminasi sehingga partisipan dapat 
memastikan bahwa konsensus dicapai hanya lewat argumen yang lebih baik.
54
   
Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa demokrasi riil dan ruang publik 
politis mengasumsikan adanya keadaan terbuka di mana rakyat diperbolehkan 
berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan diberi akses menuju media dan 
jaringan informasi lain yang memungkinkan terjadinya advokasi. Selain itu, 
demokrasi memungkinkan adanya khalayak yang cukup terdidik dan berpengetahuan 
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untuk memanfaatkan secara rasional dan efektif informasi yang beredar di ruang 
publik. Namun demikian, dikatakan oleh sebagian pengamat bahwa asumsi normatif 
kewargaan “rasional”, tidaklah realistis. Setidaknya menurut Babbio dalam uraian 
McNair, negeranegara demokratis paling mapan sekalipun seperti Amerika, tidak 
berdaya dihadapan fenomena meningkatnya apatisme politik warga pemilih. 
Bagi Baudrillard, sang guru nihilisme pascamodern, menyatakan bahwa 
apatisme warga pemilih dipandang sebagai strategi perlawanan yang masuk akal 
terhadap upaya borjuis untuk mengikutsertakan masuk ke dalam sebuah “permainan” 
yang tidak akan pernah menangkan. “Kepasifan diam” di pihak massa dicirikan oleh 
dia sebagai sebuah perlawanan, sebuah cara pembalasan. Jika demokrasi diandaikan 
sebagai sebagai seperangkat aturan yang dimaksudkan untuk melegitimasi kekuasaan 
borjuis, maka apatisme (penolakan partisipasi massa) bisa ditafsirkan sebagai 
penegasan mengenai ketidakabsahan kekuasaan borjuis.
55
 
b. Peran Politik Media dalam Pemilu 
Secara umum fungsi media massa menurut McQuail dalam uraian Halik 
adalah sebagai pemberi informasi, pemberi identitas pribadi, sarana integrasi sosial 
dan sarana hiburan.
56
 Namun demikian, fungsi media yang dimaksud di sini adalah 
fungsi sentralnya di ruang publik yang menurut McQuail adalah fungsi korelasi sosial 
(social correlation). Melalui berita dan opini yang dimuat secara regular, media 
memandu publik menghubungkan berbagai realitas yang sebelumnya terpisah oleh 
faktor geografi dan psikologi, menjadi satu rangkaian yang bisa diikuti dan dipahami 
secara mudah. Kekuatan media dalam melakukan framing atas sebuah teks dan fakta 
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memandu publik mengkorelasikannya ke dalam konteks ekonomi, sosial politik dan 
budaya pada kurun waktu tertentu.
57
  
Institusi media dalam demokrasi liberal kontemporer tidak hanya menjalankan 
fungsi kognitif berupa penyebarluasan informasi, namun juga fungsi interpretatif 
berupa analisis, penilaian, dan komentar. Media tidak sekedar melaporkan tentang 
politik, mereka juga merupakan bagian penting dari lingkungan yang menjadi arena 
politik. Media berkontribusi kepada pembahasan dan penyelesaian kebijakan, tidak 
hanya ketika mereka menetapkan agenda publik atau memberi wahana bagi politisi 
untuk menyampaikan pandangan mereka kepada publik, namun juga dalam menilai 
dan mengkritisi berbagai pandangan politik yang ada.
58
 
Media juga dapat menjadi subjek yang memanipulasi pernyataan dan 
persitiwa politik karena tekanan kepentingan ekonomi dan politik pemilik media. 
Dalam konteks ini, relevan dikutip pernyataan Masduki sebagai berikut:   
Dalam iklim politik yang transisional, terdapat perilaku feodalistik media 
dalam bentuk pemberian ruang ekspresi lebih pada tokoh publik (extra 
ordinary people), opinion leader ketimbang kalangan biasa dalam 
masyarakat. para pemimpin politik ditempatkan sebagai subyek aktif produsen 
informasi dan isu-isu yang selalu bisa dikorelasikan secara makro dan 
konstituennya sebagai obyek yang menerima begitu saja arus informasi yang 
top down.
59
  
Menurut Rosen dalam uraian Masduksi, tradisi jurnalisme politik, media 
adalah pemain atau alat yang dikendalikan pihak di luar pengelola media itu. Sebagai 
pemain yang berpengaruh, Masduksi yang mengutip pandangan Meyer, menyebutkan 
tiga dimensi relasi antara media dan politik, yaitu:  
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Pertama, media dapat menjadi ruang publik bagi terjadinya interaksi politik, 
ikut memengaruhi pembentukan sistem komunikasi pilitik di kalangan publik, 
pembentukan karakter dan agenda politik berlangsung secara terbuka. Kedua, 
media tidak hanya menjadi cermin dari kehidupan politik, tetapi melakukan 
generalisasi realitas politik, mengkontruksi realitas politik sebagai sesuaatu 
yang bersifat kompleks dan mengundang antusiasme respon publik. Ketiga, 
kontruksi realitas media atas dunia politik itu secara positif akan memperkuat 
komitmen pencapaian tujuan politik ideal dari partai politik atau politisi dan 
kontrol publik yang tajam atas proses itu.
60
 
Selajan dengan pendapat Rosen dan Meyer di atas, McNair berpendapat 
bahwa media itu sendiri, atau mereka yang bekerja di dalamnya, mesti dipandang 
sebagai “pelaku penting” dalam politik, tidak hanya menyampaikan pesan organisasi 
politik kepada publik, namun juga mengubahnya melalui berbagai proses 
pemberitaan dan interpretasi. Pernyataan politisi tidak selalu sesuai dengan apa yang 
dilaporkan media tentang dirinya. Selain itu, media membuat pernyataan-pernyataan 
tentang politik sesuai hak mereka sendiri, dalam bentuk komentar, editorial dan 
pertanyaan wawancara. Pernyataan-pernyataan seperti ini bisa memiliki dampak 
signifikan terhadap lingkungan politik yang lebih luas. Hubungan antara media dan 
proses politik bersifat dialektika, melibatkan aksi dan reaksi. Media melaporkan dan 
menganalisa kegiatan politik, namun mereka juga merupakan bagian darinya, yakni 
sebagai sumberdaya bagi para pelaku dan penasihat politik.
61
 
Secara normatif, Kovach menyarankan perlunya jurnalis yang berkecimpung 
dalam liputan politik untuk selalu bertanya siapa saya? di mana sekarang posisi saya 
dan dimana posisi seharusnya? apa saja yang telah dan akan saya kerjakan dalam 
lingkaran politik? apa sikap politik saya terhadap suatu peristiwa atau figur kandidat?. 
Jawaban yang harus selalu keluar dalam uacapan dan tindakan menurut Kovach: 
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We’re professionals who have no partisan role, we are neutral toward all 
parties, factions, candidates. We’re on the public’s side. We supplay vital 
news, a contex for understanding it analisys and interpreatation where 
needed.
62
 
Kovach menyatakan dua tujuan utama jurnalisme politik adalah menempatkan 
kepentingan pihak yang berkuasa agar tetap berkorelasi dan bertanggungjawab 
kepada kepentingan publik (to hold powerful interest accountable to the public 
interest), dan menjelaskan pada pemilih bagaimana mengaitkan harapan ketika 
menunaikan hak sebagai warga negara dengan apa yang harus dikerjakan oleh 
pemerintahnya (to explain to voters how to connect how they vote with what their 
goverment should do).
63
 
Melalui jurnalisme, media dan jurnalis menjadi salah satu dari tiga aktor 
strategis pemilu yang secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut. 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.4 Aktor Strategis Pemilu 
Sumber :  I Gusti Ngurah Putra. Media, Komunikasi, dan Politik; Sebuah Kajian Kritis. 
Cet.I; Yogyakarta: Fisipol UGM, 2008 
Berbeda dengan pandangan Kovach, jurnalisme politik (political journalism) 
dalam perspektif ekonomi politik, menurut Chomsky, pada awalnya dikenal sebagai 
jurnalisme propanganda, yaitu praktek jurnalisme “siap saji” (fast food) mewadahi 
kepentingan dominan yang pada umumnya dikontrol oleh uang dan kekuasaan 
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pejabat negara (controlled by the moneyed and power elite). Model propaganda 
adalah model posisi media yang dikontrol kekuatan elit dan media melalukan sensor 
internal untuk memproteksi masuknya ide-ide populis yang berbasis kesadaran 
publik. Dalam jurnalisme propaganda, media tidak menganut semangat memberikan 
pendidikan politik yang sehat (voters and electoral eduacation), media membiarkan 
diri menjadi political public relations para kandidat.
64
 
Menurut Chomsky, kecenderungan media menjadi propaganda terutama di 
musim kompetisi pemilu merupakan akibat dari beragam aspek. Pertama, 
terkonsentrasi pemilikan media pada sekelompok elit kekuatan ekonomi, sejumlah 
konglomerat yang secara keamanan bisnis (business safety) masih sangat tergantung 
pada kekuatan politik yang sedang atau akan berkuasa. Penguasaan atas media utama 
seperti televisi komersil oleh pengusaha bertipe demikian akan menempatkan media 
itu sebagai alat tawar politik mereka dengan calon penguasa yang dinilai optimis 
memenangkan pertarungan politik. Imbalannya media itu akan dijadikan ruang 
promosi dan pembentukan opini publik memenangkan kandidat yang bersedia 
memberi kompensasi keamanan mengelola korporasi media mereka di masa 
mendatang. Baik di Indonesia maupun di sejumlah negara lain, pemilikan media 
terkonsentrasi pada sekelompok pengusaha yang tidak independen terhadap pengaruh 
politik bahkan kelahirannya secara historis diberi gizi oleh rezim otoriter yang 
berkuasa, bukan oleh kehendak publik. 
Kedua, orientasi komersial yang terlampau berlebihan, penggunaan iklan 
sebagai sumber utama pendapatan (primary source of income) bisnis media. Musim 
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pemilihan umum sebagai mana musim kompetisi sepak bola atau olah raga lainnya, 
ibarat musim panen bagi media massa untuk meraup keuntungan dari iklan politik 
yang dipasok oleh partai politik atau kandidat. Perputaran uang yang mencapai 
ratusan milyar rupiah jelas menggiurkan, apalagi bagi pengusaha pemula yang masih 
harus berjuang keras meraih posisi aman dalam bisnisnya. Situasi ini didukung oleh 
regulasi iklan politik yang longgar, yang membuka konspirasi pemilik media dengan 
para politisi dalam teorisasi publik melalui iklan yang pesan politiknya dangkal.
65
 
Ketiga, tradisi jurnalistik yang masih konvensional, menggantungkan sumber 
informasinya pada tiga lingkaran elit dalam masyarakat yaitu kalangan bisnis, 
pemerintah dan pakar, akademis atau peneliti. Berita-berita yang digali berbasis 
sumber informasi dari kalangan lapisan bawah jarang mendapat tempat yang layak 
sebagai pembuka perdebatan apalagi menjadi berita utama (headline). Mereka 
kerapkali ditempatkan sebagai pelengkap dari sebuah laporan melalui tayangan 
gambar yang menyentuh, penanggap pernyataan politisi atau pejabat publik yang 
dikutip pendek, sebagi sumber data angka atau visual untuk memberi kesan kontras 
pada kebijakan pembangunan. Dalam penyajian berita politik seputar pemilu, media 
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massa terlampau banyak menganut teori jurnalistik yang bertumpu pada nilai-nilai 
keterkenalan tokoh publik bukan nilai-nilai kemanusiaan dan kepentingan publik.  
Keempat, mengedepankan norma “kalah menang” dalam politik, sebagai 
bagian dari disiplin peliputan media atas pelaksanaan pemilu. Media terjebak untuk 
mengadu dua atau lebih kandidat dengan menghitung kecepatan mereka berlari 
mengejar kuantitas dukungan, tanpa peduli apakah dukungan itu diraih dengan cara 
mobilisasi semu atau pendidikan politik yang memadai. Situasi ini mirip dengan 
ajang pacuan kuda ketika media lebih fokus pada laporan siapa yang menang dan 
siapa yang kalah. Perang wacana yang bersifat menyerang satu sama lain 
antarkandidat ditempatkan sebagai menu utama, ketimbang pertarungan gagasan 
genial untuk mengatasi masalah mendasar bangsa. Menjelang hari pemungutan suara, 
media lebih banyak menampilkan survei peringkat kandidat, prediksi siapa menang 
dan kalah. Pidato atau pernyataan informal kandidat. Media mulai mengurangi 
sajiannya seputar kualifikasi kandidat, latarbelakang politik dan pandangan pemilih 
atas mereka.
66
 
Dalam praktek jurnalisme politik di negara berkembangan seperti Indonesia 
jarang ditemukan berita dan opini yang mendalam atau bersifat analisis, melibatkan 
semua sudut pandang dalam masyarakat. Kebanyakan realitas media lebih tampak 
sebagai sebuah sajian spekulasi-spekulasi, korelasi-korelasi instrumental, bukan 
korelasi subtansial. Karena akses penguasaan informasi dan pengendalian jurnalis 
yang hanya lebih terpusat pada lingkaran elit sumber di masyarakat, media utama 
(mainstream) kerapkali lebih berperan sebagai alat propaganda kelompok-kelompok 
kepentingan dominan dalam masyarakat seperti partai politik atau politisi yang 
berkuasa. 
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4. Ekonomi Politik Media 
a. Perspektif Ekonomi Politik Kritis 
Teori-teori ekonomi politik adalah teori budaya pada level-makro, atau 
disebut makroskopik. Teori-teori ekonomi politik kurang tertarik dengan penjelasan 
detail yang berkembang tentang bagaimana individu-individu dipengaruhi oleh media 
namun bagaimana tatanan sosial secara keseluruhan dipengaruhi. Tema umum teori 
media kritris adalah bahwa produk isi media begitu terkendala karena media tak 
terelakkan memperkuat status quo dan meremehkan upayaupaya yang dianggap 
bermanfaat untuk melakukan perubahan sosial yang konstruktif.
67
 
Menurut Garnham, berdasarkan persfektif ekonomi politik, media dipandang 
sebagai sistem produksi, distribusi, dan konsumsi bentuk-bentuk simbolik yang kian 
memerlukan mobilisasi sumber daya sosial yang langka, baik material maupun 
kultural. Di masyarakat modern, sumber daya seperti itu sebagian besar dialokasikan 
dan digunakan di dalam kendala-kendala yang terbentuk dari cara produksi kapitalis. 
Karena itu, menurut Garnham, untuk menggambarkan media sebagai industri budaya, 
“is to point to the demonstrable reality that symbolic form of commodities and under 
conditions of capitalist market competion and exchange”.68 
Teori-teori struktural lingkup makro (macroscopic structural theories) 
memfokuskan pada bagaimana institusi media terstruktur di dalam ekonomi kapitalis. 
Teori-teori ini memfokuskan perhatian pada cara para elit sosial menggunakan media 
untuk memeroleh profit serta menggunakan dan menjalankan pengaruhnya dalam 
masyarakat. Mereka berpendapat bahwa para elit kadang menggunakan media untuk 
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mempropagandakan budaya hegemonik sebagai sarana untuk memelihara posisi 
dominan merka dalam tatanan masyarakat. Namun, budaya hegemonik juga 
senantiasa ditantang oleh perlawanan dan perjuangan hegemoni-tandingan dari 
kelompok-kelompok subordinat atau subkultur. 
Teori ekonomi politik menempatkan prioritas untuk memahami bagaimana 
kekuatan ekonomi menjadi basis bagi kekuatan politik dan ideologi. Teori-teori ini 
secara langsung menantang status quo dengan cara megekspos manipulasi elite atas 
media dan mengkritik komoditas budaya dan budaya hegemonik. Teori ekonomi 
politik kritis (critical political economy) adalah salah satu jenis analisis modern yang 
banyak memeroleh inspirasi dari gagasan Marxian. Pernyataan tentang kekuasaan 
adalah inti dari penafsiran Marx mengenai media massa. Media diperlakukan sebagai 
bagian penting dari instrumen kelas penguasa untuk mengontrol.
69
 
McQuail dalam uraian Ibrahim, menyatakan bahwa teori ekonomi politik 
adalah pendekatan kritik sosial yang memfokuskan pada hubungan antarstruktur 
ekonomi dan dinamika industri media serta konten ideologis media. Dari sudut 
pandang ini, lembaga media dianggap sebagai bagian dari sistem ekonomi dalam 
hubungan erat dengan sistem politik. Konsekuensinya seperti terlihat dengan 
berkurangnya sumber media yang independen, konsentrasi pada khalayak yang lebih 
besar, menghindari resiko dan mengurangi penanaman modal pada tugas media yang 
kurang menguntungkan. Ditemukan juga adanya pengabaian pada sektor khalayak 
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potensial yang lebih kecil dan miskin, dan sering terdapat media berita yang tidak 
seimbang.
70
 
Pembahasan ini mengetengahkan proposisi utama dari teori ekonomi politik 
kritis seperti yang dirangkum oleh McQuail dalam uraian Ibrahim. Meski proposisi 
ini tidak banyak berubah sejak dulu, lingkup penerapannya menjadi lebih luas.  
a. Kontrol dan logika ekonomi selalu menentukan 
b. Struktur media selalu cenderung ke arah monopoli 
c. Integrasi global kepemilikan media kian berkembang 
d. Konten dan khalayak dijadikan komoditas (komodifikasi) 
e. Keanekaragaman yang sesungguhnya menurun 
f. Oposisi dan suara alternatif terpinggirkan 
g. Kepentingan publik dalam komunikasi dikesampingkan demi kepentingan privat. 
h. Akses pada keuntungan komunikasi tersebar secara tidak merata.71 
Proposisi utama dari teori ekonomi politik kritis di atas menunjukkan bahwa 
tatanan neoliberal menyandarkan diri pada kebijakan pasar dan menempatkan pasar 
sebagai satu-satunya mekanisme yang paling adil dan demokratis sehingga tatanan 
neoliberal tersebut memengaruhi pengelolaan media. Pendekatan ekonomi politik 
komunikasi akan sangat membantu dalam mencari penjelasan tersebut seperti yang 
dikatakan McChesney “the political economy of communications is uniquely 
positioned to provide quality analysis of the most pressing communication issues of 
our era.
72
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Golding dan Murdock dalam uraian Halik, menyatakan bahwa pendekatan 
ekonomi politik yang bersifat kritis terbagi atas tiga varian sebagai berikut: 
Pertama, instrumentalis, melihat faktor ekonomi sebagai faktor dominan dan 
menentukan media. Media dipandang sebagai instrumen dominasi kelas. 
Melalui sistem pasar, kaum kapitalis menggunakan kekuasaan ekonomi untuk 
memasrikan arus informasi mengalir ke publik sesuai dengan minat dan 
kepentingannya. Kedua, konstruktivis, yang memandang ekonomi media tidak 
hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi saja, tetapi juga faktor lainnya seperti 
individu dan budaya. Proses dalam media melibatkan politik pemaknaan, 
penandaan dan pemberitaan yang rumit. Pendekatan instrumentalis dan 
konstruktivis sama-sama berpandangan bahwa faktor eksternal di luar media 
lebih menentukan perilaku media dibanding faktor internal. Ketiga, 
strukturalis, di mana fokus perhatiannya pada relasi dan pergulatan unsur-
unsur dalam struktur internal media dengan faktor-faktor eksternal. 
Pendekatan strukturalis melihat struktur bersifat solid, permanen dan tidak 
dapat dipindahkan.
73
 
Mosco dan Reddick mengungkapkan bahwa ekonomi politik secara konsisten 
ditempatkan di garda depan untuk memahami perubahan-perubahan sosial dan 
transformasi historis. Dalam kaitan ini, kemunculan jurnalisme yang dikendalikan 
oleh pasar (market driven journalism) sebagai akibat kuatnya kapitalisme media, 
termasuk isu perubahan sosial penting di bidang komunikasi dan media massa dewasa 
ini, terutama jika dikaitkan dengan demokrasi. Lebih jauh lagi McChesney 
mengungkapkan bahwa ekonomi politik komunikasi menyajikan suatu kritik normatif 
yang kokoh melalui mana kebijakan negara dan metode bagaimana media dimiliki, 
dikelola dan disubsisdi memengaruhi kemampuan media untuk melayani apa yang 
disebut sebagai democratic function.
74
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b. Media dan Komodifikasi   
Komodifikasi adalah titik masuk awal untuk menteorisasikan ekonomi politik 
komunikasi. Pembahasan ini mengangkat tema “komodifikasi” dalam kaitan dengan 
kajian budaya dan ekonomi politik media. Mendefinisikan komodifikasi sebagai 
proses mengubah barang dan jasa termasuk komunikasi yang dinilai karena 
kegunaannya, menjadi komoditas yang dinilai karena apa yang akan mereka berikan 
pasar. Mosco mengupas kembali apa yang disebut oleh Marx sebagai kulit bawang 
(onion skin) penampilan komoditas yang menyingkapkan sistem produksi.
75
 
Secara umum ada tiga tipe komunikasi yang penting bagi komunikasi, yakni 
komodifikasi isi, komodifikasi khalayak, dan komodifikasi tenaga kerja. Pertama, 
“komodifikasi isi” menjadi pusat perhatian kajian ekonomi politik media dan 
komunikasi. Ketika pesan atau isi komunikasi diperlakukan sebagai komoditas, 
ekonomi politik cenderung memusatkan kajian pada konten media ini bisa dipahami 
terutama bila dilihat dari kepentingan perusahaan media global dan pertumbuhan 
dalam nilai konten media.
76
 
Kedua, “komodifikasi khalayak” selain pada isi komodifikasi juga diterapkan 
pada khalayak. Ekonomi politik menaruh beberapa perhatian pada khalayak, 
khususnya dalam upaya untuk memahami praktek umum dengan cara para pengiklan 
membayar untuk ukuran dan kualitas (kecenderungan untuk komsumsi) khalayak 
yang dapat diraih surat kabar, majalah, website, radio, atau program televisi.  
                                                          
75
Idi Subandy Ibrahim dan Bachruddin Ali Akhmad, Komunikasi dan Komodifikasi, h. 17-21 
76
Komodifikasi isi erat kaitannya dengan komersialisasi media di mana pertimbangan isi 
media akan ditentukan oleh mekanisme pasar (market driven journalism) dan pada akhirnya ujung 
kekuasaan yang paling menentukan isi media dalam tatanan neoliberal adalah korporasi. Uraian 
selengkapnya mengenai pendekatan ekonomi politik dalam melihat keberadaan media dapat dibaca 
pada tulisan I Gusti Ngurah Putra. Media, Komunikasi, dan Politik; Sebuah Kajian Kritis, h. 69 dan 
95-97 
56 
 
 
Ketiga, “komodifikasi tenaga kerja” selanjutnya untuk mengkaji proses 
komodifikasi isi dan khalayak media, penting untuk mempertimbangkan 
komodifikasi tenaga kerja media. Tenaga pekerja komunikasi yang juga 
dikomodifikasi sebagai buruh upahan telah tumbuh secara signifikan dalam pasar 
kerja media. Dalam menghadapi komodifikasi ini, para pekerja media telah 
menanggapi dengan menggalang orang-orang dari media berbeda, termasuk jurnalis, 
profesional penyiaran, dan spesialis teknis dalam film, video, telekomunikasi, dan 
sektor jasa komputer, untuk bergabung ke dalam serikat pekerja dan organisasi  
pekerja lain yang diklaim merepresentasekan segmen terbesar dari tenaga kerja 
komunikasi.  
5. Peran Wartawan dalam Perspektif Jurnalisme Profetik 
Pada hakikatnya, wartawan adalah penyuara kebenaran. Karena itu, idealnya 
ia adalah manusia bermoral tinggi. Wartawan adalah sebuah profesi panggilan hati 
nurani. Dengan demikian, motivasi bekerja seorang wartawan bukanlah karena 
imbalan semata. Dibayar atau tidak sekalipun, kalau itu merupakan panggilan hati 
nuraninya untuk menyampaikan kebenaran, maka ia melakukannya. Dalam kaitan ini, 
Soegeng menyatakan bahwa “tanpa idealisme, dunia jurnalistik akan hancur, modal 
memang penting, tapi bukan hal yang utama”.77 Demikian juga ungkapan Mohamad 
bahwa menulis atau menyampaikan berita adalah sebuah laku moral.
78
 Apa yang 
diungkapkan Soegeng dan Mohamad tersebut menunjukkan pentingnya idealisme dan 
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laku moral wartawan dalam pelaksanaan profesi jurnalistik maupun dalam konteks 
penulisan berita. 
Idealisme dan laku moral wartawan sebenarnya bukan hanya menjadi 
landasan etis dan normatif dalam dunia jurnalistik, tetapi juga sebuah kewajiban bagi 
wartawan muslim dalam rangka penyebaran informasi kepada khalayak. Jika berpijak 
pada Islam sebagai ad-dien yang membuahkan rahmat bagi alam semesta, maka 
semua informasi (termasuk dalam unsur produksi) yang disebarkan oleh wartawan 
muslim adalah dalam rangka amar makruf nahyi mungkar (QS. Ali Imran/3: 104). 
Menyadari hal tersebut, maka peran wartawan muslim dalam dunia jurnalistik 
sesungguhnya dituntut agar mengemban dan merealisasikan misi dakwah, seperti 
yang tersirat dalam pernyataan Nashr bahwa salah satu inti dakwah Islam, yaitu 
informasi Islam.
79
  
Hal inilah kiranya yang dimaksud oleh beberapa cendekiawan muslim sebagai 
jurnalisme Islam atau jurnalisme profetik.
80
 Anwar dalam uraian Romli menjelaskan 
jurnalisme Islam sebagai bentuk jurnalisme yang memberikan prediksi serta petunjuk 
ke arah perubahan, transformasi berdasarkan cita-cita etik dan profetik Islam. Ia 
menjadi jurnalisme yang secara sadar dan bertanggung jawab memuat kandungan 
nila-nilai dan cita Islam.
81
 Muis dalam uraian Kasman juga menyatakan bahwa tujuan 
jurnalisme Islam adalah menyebarkan atau menyampaikan informasi kepada 
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pendengar, pemirsa dan pembaca tentang perintah dan larangan Allah swt dalam Al-
Qur‟an dan Hadist.82 
Cangara mengartikan jurnalistik Islam sebagai upaya untuk memberikan 
informasi tentang doktrin dan ajaran Islam kepada khalayak.
83
 Dari beberapa 
pengertian mengenai jurnalisme Islam tersebut, menunjukkan pentingnya wartawan 
muslim menyebarkan informasi kepada pendengar, pemirsa dan pembaca tentang 
ajaran Islam, setidaknya ajaran Islam itu sendiri menjadi landasan profetik jurnalistik. 
Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Malik dalam uraian Kasman, di mana 
jurnalistik profetik merupakan suatu proses meliput, mengolah dan menyebarluaskan 
berbagai berita tentang peristiwa yang menyangkut umat Islam dan ajaran Islam 
kepada khalayak.
84
 
Para wartawan muslim baik yang bekerja pada media massa umum maupun 
media massa atau pers Islam, mempunyai peran tambahan di samping tugas yang 
umum dilaksanakannya. Tugas dan peran tersebut terkait dengan visi dan misi serta 
kewajiban dalam ajaran Islam yang berhadapan dengan kondisi faktual masyarakat. 
Beberapa peran dan tugas penting yang dimaksud antara lain:  
a. Mendidik masyarakat (ta’dib al ummah) 
b. Mencari, menggali dan menyebarkan informasi yang benar dan bermanfaat   
c. Melakukan seleksi dan chek and rechek (tabayyun) terhadap informasi 
d. Mengajak dan menasehati umat untuk mengikuti jalan hidup islami 
e. Menyampaikan dan membela kebenaran 
f. Membela dan menegakkan keadilan sosial bagi umat Islam dan seluruh rakyat 
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g. Memberikan kesaksian atau mengungkap fakta dengan adil  
h. Memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran  
i. Memberikan peringatan kepada para pelaku kajahatan (nadziran) dan memberi 
kabar gembira pada pelaku kebaikan (basyirani) 
j. Membela kepentingan kaum lemah (imdad al-mustadh’afin) 
k. Memelihara persatuan dan kesatuan umat Islam.85 
Hamka dan Rafiq dalam uraian Kasman juga menyebutkan beberapa peran 
wartawan muslim, antara lain sebagai muaddib (pendidik umat), musaddid (pelurus 
informasi tentang ajaran Islam dan umat Islam), mujaddid (pembaru pemahaman 
tentang Islam), muwahhid (pemersatu ukhuwah slamiyah) dan sekalugus 
menyimpulkan semua peran tadi sebagai mujahid (pejuang, pembela, penegak agama 
Islam).86 Semua peran wartawan muslim yang disebutkan tadi, dapat diterapkan 
secara praktis dalam mekanisme kerja jurnalistik terutama dalam proses produksi dan 
publikasi berita.  
Beberapa hal yang penting terkait proses produksi dan publikasi berita 
dijelaskan sebagai berikut. Pertama, wartawan muslim dalam menyampaikan 
informasi atau mengkonstruksi berita hendaknya melandasinya dengan itikad yang 
tinggi untuk senantiasa melakukan pengecekan kepada pihak-pihak yang 
bersangkutan sehingga tulisannya tidak merugikan khalayak. Seperti dijelaskan dalam 
QS. Al-Hujurat/49: 6 
 مَ مَع  ْ مُحمِث مْصمُرمَف إٍحمَاا ِمَ مَجمِت ا مًه ْمْ مَ   ْمُث مِصمُذ ىمَ   ْمُ ٌرَّ مَثمَرمَف إٍ مَثمٌَمِت قٌ مِسامَف مْنمُ مَءا مَج ىمِ   ْمٌُ مَه  مَيي مِ رَّا  ا ِمَ يُّيمَ امَي ا مَه ٰٓ
  مَي مِه مِدامًَ مْنمُر مْلمَعمَف
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Terjemahnya:  
Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa 
suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu 
musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang 
menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.87 
Kedua, wartawan muslim ketika menyampaikan karyanya hendaknya 
menyampaikan bahasa yang baik dan benar dalam gaya bahasa yang santun dan 
bijaksana. Dengan demikian, apa yang disampaikan akan dapat dimengerti dan 
menjadi hikmat bagi khlayak. Ketiga, wartawan muslim dalam melaksanakan tugas 
jurnalistik hendaknya dilaksanakan secara profesional dalam iklim kerja produktif, 
sehingga karyanya emiliki hasil yang optimal. Keempat, wartawan muslim hendaknya 
menghindari sejauh mungkin prasangka maupun pemikiran negatif sebelum 
menemukan kenyataan objektif berdasarkan pertimbangan yang adil dan bermbang 
dan diputuskan oleh yang berwenang. Seperti dijelaskan dalam QS. Al-Hujurat/49: 12 
 مَدمْ مَي مَ ّمَ   ْمُ رَّ مَجمَذ مَ ّمَ   قٌنمْ مِ  مِمّيرَّلا  مَ مْعمَت رَّىمِ  مِمّيرَّلا  مَي مِمّه  مًل مِ مَ   ْمُثمِ ٌمَر مْج   ْمٌُ مَه  مَيي مِ رَّا  ا ِمَ يُّيمَ امَي ب
 مِ  اۚمَ رَّ   ْمُ رَّذ ّمَ  اۚمٍُْ مُومُر ُمْ مِلمَكمَف امًر مْ مَه َمِ  مِخمَ  مَن مْحمَا مَ مُ 
مْ مَي مَ مُ مْ مَي ىمَ  مْنمُ مُد مَ مَ  يُّة مِحمُيمَ  اۚا مً مْعمَت نمُك مُ مْعرَّت رَّى  قٌب ْرَّ مَذ مَ رَّ
  قٌن مِ رَّر
Terjemahnya:  
Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka 
(kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa, dan janganlah 
mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. 
Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang 
sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah 
kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha 
Penyayang.88 
Zardar mengatakan bahwa seorang wartawan muslim hendaknya mampu 
berperan sebagai penjaga kebudayaan Islam yang handal sekaligus mampu menjadi 
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kreator kebudayaan yang dinamis. Sebagai insan yang dapat digolongkan sebagai 
kaum intelektual daripada profesional, seharusnya mengambil jarak dengan the 
establishment dan menghindari status quo. Wartawan muslim harus bekerja sambil 
berpikir atau berpikir sambil bekerja.89 
Dengan demikian, wartawan muslim harus commited terhadap integrasi segi 
tiga, mujahid (pejuang), mujaddid (pembaru), dan mujtahid (pemikir). Tujuan dalam 
setiap pemberitaan adalah membangun dan menyiarkan kebenaran dalam masyarakat, 
bukan objektivitas yang selama ini didengungkan sebagai standar kualitas sebuah 
pemberitaan. Karena tidak ada orang yang dapat bertindak objektif dengan latar 
kehidupan yang berbedabeda, baik gender, etnik, agama dan pendidikan yang 
menjadi perbedaan dalam latar belakang kehidupan.   
 
C. Kerangka Konseptual 
Momentum jelang Pilgub Sulsel 2018 adalah masa yang paling kritis dalam 
agenda perpolitikan di Sulawesi Selatan. Dalam rentang waktu ini, hampir semua 
pihak terlibat atau menjadi bagian dari proses pemenangan kandidat yang 
diusungnya. Pertarungan wacana kemudian mengemuka di ruang publik, di mana 
partai politik, kelompok-kelompok pendukung dan para simpatisan saling bersaing 
untuk memengaruhi masyarakat. Di tengah pertarungan wacana Pilgub Sulsel 2018, 
media lokal beserta wartawan dan redakturnya memainkan peranan penting yang 
tidak hanya sebatas agen konstruksi realitas, melainkan juga sebagai aktor politik 
yang mendefinisikan, memaknai dan sekaligus menentukan realitas politik yang 
dikonstruksinya. Melihat peran media lokal yang begitu signifikan dalam kontestasi 
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wacana di ruang publik, maka perlu dilakukan penelitian terkait konstruksi realitas 
politik Pilgub Sulsel 2018 di media lokal. 
Asumsi yang mendasari penelitian ini adalah bahwa wartawan pada sebuah 
media massa memiliki kuasa atas teks bahkan mempunyai potensi untuk lebih 
mendominasi praktik pemaknaan realitas politik. Namun demikian, proses produksi 
dan pemaknaan realitas politik oleh wartawan terbentuk di bawah pengaruh berbagai 
kekuatan, baik ekonomi, politik dan ideologi media itu sendiri. Oleh karena itu, perlu 
upaya dan metode tersendiri untuk menggali dan menyingkap struktur, rasionalitas 
serta ideologi laten yang termuat dalam teks berita politik yang dikonstruksi 
wartawan. Dalam kaitan ini, Critical Discourse Analysis (CDA) digunakan sebagai 
metode untuk menganalisis teks berita politik dan mempertautkannya dengan konteks 
makro kajian ekonomi politik media. 
Berdasarkan relevansinya dengan fokus masalah, landasan paradigma dan 
teori serta metode, penelitian ini menggunakan CDA model Fairclough dan CDA 
model van Dijk. CDA model Fairclough mengintegrasikan secara bersama-sama 
antara analisis lingusitik dan pemikiran sosial politik (sociopolitical linguistic) 
dengan membagi analisis wacana ke dalam tiga dimensi, antara lain; teks, praktik 
diskursus dan praktik sosiokultural. Khususnya dimensi analisis teks (mikro), 
digunakan CDA model van Dijk, sebab model ini–dibanding model lainnya–lebih 
komprehensif digunakan untuk menganalisis struktur teks berita. Dimensi praktik 
diskursus (meso), dilakukan proses wawancara mendalam untuk memahami rutinitas 
media terutama dalam hal produksi berita dalam ruang redaksi (news room). Terakhir, 
dimensi sosiokultural (makro), merupakan titik pertemuan hasil analisis dari kedua 
dimensi sebelumnya yang dikaitkan dengan konteks ekonomi politik media. Berikut 
ini disajikan gambaran kerangka konseptual penelitian ini: 
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Gambar 2.5 Kerangka Konseptual 
Sumber :  Diadaptasi dari Critical Discourse Analysis model Norman Fairclough dan 
Komunikasi Politik model Brian McNair  
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian  
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini menggunakan paradigma kritis yang menaruh perhatian 
terhadap penyingkapan aspek-aspek yang tersembunyi di balik sebuah realitas yang 
tampak, dalam hal ini apa yang telah dikonstruksi oleh media lokal tentang wacana 
calon gubernur Sulawesi Selatan 2018. Secara ontologis, paradigma kritis berasumsi 
bahwa realitas yang teramati adalah realitas semu, realitas yang telah terbentuk dan 
dipengaruhi oleh kekuatan sosial, politik, ekonomi, budaya dan sebagainya. Pada 
tataran epistemologis, paradigma kritis melihat hubungan antara peneliti dan realitas 
yang diteliti selalu dijembatani oleh nilai-nilai tertentu. Dalam rangka memahami 
suatu realitas, maka peneliti mesti menggunakan perspektif si pelaku pembentuk 
realitas (berita). Realitas harus dipahami sebagai kenyataan yang telah diperantarai 
oleh nilai-nilai antara si subjek dan realitas yang sebenarnya.
1
 
Ditinjau dari fokus masalah, paradigma dan pendekatan teori yang digunakan, 
maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 
analisis teks media khususnya Critical Discourse Analysis (selanjutnya disingkat 
CDA) yang berfokus pada subject matter komunikasi politik tentang konstruksi 
realitas Pilgub Sulsel di media lokal. Secara lebih spesifik orientasi studi ini 
bermaksud menganalisis pewacanaan calon gubernur Sulsel pada Harian Fajar dan 
Celebes TV. Dengan tujuan demikian, maka CDA model Norman Fairclough 
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digunakan untuk menganalisis teks sekaligus menggali makna kontekstual realitas 
politik Pilgub Sulsel. Orientasi metodologi CDA bertujuan memaknai wacana yang 
wujud dalam teks, mengandalkan interpretasi dan penafsiran peneliti terhadap pesan 
yang tersembunyi (latent of content) dan sekaligus memperdalam suatu wacana 
tentang calon gubernur Sulsel 2018.
2
 
Meskipun penelitian ini menggunakan pendekatan multilevel analysis, harus 
diakui penelitian ini memiliki keterbatasan. Seperti yang dikemukakan oleh Guba 
dalam uraian Hamad, paradigma kritis memandang realitas yang diteliti adalah 
realitas yang telah terbentuk dan telah dipengaruhi oleh kekuatan di luar dirinya. 
Realitas media yang menjadi objek kajian CDA termasuk hasil bentukan tersebut. 
Padahal orientasi CDA justru diarahkan untuk menemukan „realitas lain‟ di luar 
realitas yang tampak berupa kekuatan-kekuatan yang berpengaruh dan menentukan 
hasil akhir realitas yang tertera di media massa.
3
  
Meskipun menggunakan multilevel analysis untuk memeroleh penjelasan 
tentang adanya realitas di balik realitas sesuai tuntutan paradigma kritis, penelitian ini 
dibatasi dengan ketiadaan pengamatan terlibat (participant observation) ketika teks 
berita pilgub dibuat di ruang redaksi yang boleh jadi berita tersebut telah melalui 
diskusi yang panjang di antara para pembuatnya. Dalam konteks ini peneliti hanya 
menjadi pengamat dari luar yang melakukan wawancara mendalam (depth interview) 
dengan pengelola masing-masing media guna mengatasi ketiadaan pengamatan 
terlibat. 
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2. Lokasi/Objek Penelitian 
Penelitian ini diselenggarakan di Makassar, Sulawesi Selatan khususnya pada 
media lokal mainstream, yaitu Harian Fajar sebagai representasi media penerbitan 
surat kabar dan Celebes TV sebagai representasi media penyiaran televisi. Kedua 
media ini dipilih didasarkan berbagai pertimbangan, antara lain Pertama, baik Harian 
Fajar maupun Celebes TV dapat dikategorikan sebagai media mainstream karena 
menguasai pasar media di Indonesia Timur dengan berbasis jaringan korporasi media, 
Fajar Group bekerjasama dengan Jawa Pos Group, dan Celebes TV bekerjasama 
dengan PT Media Televisi Indonesia milik Metro TV. Kedua, Harian Fajar dan 
Celebes TV memiliki struktur manajemen redaksi yang memadai untuk diteliti, 
terutama eksistensi wartawan dan redaktur yang kompeten dan berpengalaman. Hal 
ini berhubungan dengan orientasi metodologi CDA yang menghendaki adanya proses 
wawancara mendalam sehingga diperlukan informan yang berkompeten dan 
memahami secara mendalam substansi penelitian. Berikut diuraikan mengenai profil 
singkat kedua media lokal tersebut: 
a. Profil Harian Fajar 
1) Sejarah Singkat PT. Media Fajar Koran 
Pada 1967, sebuah perusahaan penerbit surat kabar mingguan bernama 
Yayasan Penerbit Expres telah berdiri. Surat kabar yang didirikan Harun Rasyid 
Djibe, berdasarkan Surat Izin Terbit (SIT) nomor 1565/pers/SK/Dirjen-PG-SIT/1967 
tertanggal 28 Maret 1972 dan surat izin cetak dari ketertiban daerah. Awal 1980-an, 
Harian Expres menghadapi pelbagai kendala. Salah satunya adalah masalah dana. 
Awal 1981, Harun Rasyid Djibe berusaha menggandeng Muhammad Alwi Hamu 
sebagai pemodal dan memohon surat izin penerbit kembali surat kabar Expres kepada 
pemerintah. Atas kebijakan Dirjen pembinaan pers dan grafik Departemen 
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Penerangan 6 April 1981, mengeluarkan surat izin untuk terbit kembali terhadap 
permohonan Harun Rasyid Djibe dan Muhammad Alwi Hamu. 
Penerbitan kembali, maka Harian Expres harus mengikuti ketentuan 
pemerintah bahwa untuk mengeluarkan izin terbit kembali, surat kabar harus 
menggunakan nama Fajar. Terbitan perdana dari Harian Fajar awalnya hanya sebatas 
perkenalan saja. Baru pada tanggal 1 Oktober 1981, Harian Fajar akhirnya terbit 
secara resmi dengan tiras kurang lebih 5.000 eksemplar. Nama “Fajar” sengaja dipilih 
karena memiliki makna filosofi “terbit dari ufuk timur”, yang merupakan pusat 
peredaran dan pemberitaan di kawasan timur Indonesia di ibu kota Sulawesi Selatan, 
yakni Makassar. Badan yang menaungi Harian Fajar pernah berubah. Setelah empat 
tahun berjalan, sejak terbit perdana tepatnya 1984, telah terjadi perubahan Undang-
Undang Pokok Pers, serta dikeluarkan Peraturan Menteri Penerangan RI No. 
01/pers/menpen PT.Media Fajar sebagai penerbit. 
Dalam perjalanannya, Harun Rasyid Djibe mengundurkan diri, begitu juga 
Sinansari Ecip yang hijrah ke Jakarta untuk melanjutkan kuliah S3. Selanjutnya Alwi 
Hamu mengajak dua sahabatnya, HM Jusuf Kalla dan HM Aksa Mahmud. 
Operasional Fajar kemudian diuntungkan dengan dipercayainya Jusuf Kalla sebagai 
pengelolah percetakan Makassar milik pemerintah daerah Makassar. Oleh Jusuf 
Kalla, percetakan tersebut kemudian diserahkan kepada Alwi Hamu untuk dikelola 
dan dikembangkan. Tahun 1987, Harian Fajar mengalami kemunduran karena faktor 
dana. Maka pada tahun 1988, berusaha bangkit kembali, bergabung dengan 
perusahaan besar, seperti Jawa Pos dan Tempo.  
Akhirnya Harian Fajar bernaung di bawah bendera grup Jawa Pos, bersama 
sejumlah perusahaan penerbitan lainnya, yakni suara Indonesia (Surabaya), 
Manuntung (Balikpapan), serta puluhan media lainnya yang terbit belakangan. Kerja 
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sama dengan Jawa Pos membuat oplah Fajar meningkat secara perlahan tetapi pasti, 
begitu juga iklannya, mulai mengalir deras. Peningkatan ini membuat niat untuk 
pindah kantor muncul. Apalagi kantor Ahmad Yani dirasakan sudah tidak bisa lagi 
mendukung perkembangan Fajar dan memang Pemerintah Daerah Makassar sudah 
mau menjual gedung itu. Pilihan lokasi gedung baru jatuh ditanah milik HM Jusuf 
Kalla di Jalan Racing Centre, Makassar. Uang hasil oplah dan iklan dikumpulkan 
untuk membangun gedung di atas tanah itu, tanpa bantuan kredit bank. Hasilnya, 
pada 1991 gedung kantor di Jalan Racing Centre diresmikan. Gedung mewah tiga 
lantai dengan halaman yang cukup luas. 
Mesin cetak baru juga diadakan untuk menambah kualitas surat kabar. Fajar 
tampil berwarna. Oplah dan iklannya pun semakin berkembang. Fajar kemudian 
berkembang pesat menjadi pemimpin utama pasar menyingkirkan Pedoman Rakyat 
yang bangkrut. Kesejahtreraan karyawan juga ikut meningkat. Surat-surat kabar 
dalam dan luar daerah Makassar mulai dikembangkan, seperti Ujung Pandang 
Ekspres, Berita Kota Makassar, Pare Pos, Palopo Pos, Kendari Pos, dan lainnya. 
Televisi dan radio juga didirikan meskipun sinarnya tidak sekilau surat kabar. FAJAR 
juga mengembangkan sayap ke bisnis nonmedia: Universitas, agrobisnis, transfortasi, 
dan lainnya. Kantor di Jalan Racing Centre menjadi saksi bagaimana Fajar selama 
kurun waktu 16 tahun (1991-2007) merangkak naik menjadi yang terbesar di luar 
pulau Jawa dan pemimpin pasar di timur Indonesia. Posisi tertinggi dalam level bisnis 
surat kabar.  
Tren bisnis yang semakin berkembang, anak perusahaan yang semakin 
menjamur, dan jumlah karyawan yang semakin banyak membuat keadaan kantor di 
Jalan Racing Centre dirasakan sudah tidak mampu lagi mengakomodasi semuanya. 
Rencana membangun kantor yang lebih besar pun dicetuskan. Mengadopsi model 
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kantor milik Jawa Pos Group, Fajar membangun gedung kantor Graha Pena di Jalan 
Urip Sumoharjo No. 20 Makassar. Diresmikan pada awal tahun 2007, gedung Graha 
Pena dengan 19 lantai menjadi gedung tertinggi pertama di luar pulau Jawa. 
Fungsinya bukan hanya sekadar sebagai kantor bagi Fajar dan anak perusahaannya, 
tetapi juga disewakan kepada khalayak umum untuk ruang kantor maupun untuk 
berbagai kegiatan.  
2) Struktur Organisasi 
Pemimpin Umum : HM Agus Salim Alwi Hamu 
Pemimpin Redaksi : Ruslan Ramli 
Wapimred :  Arsyad Hakim, Fadil Sunarya 
Koord.Kompartemen : Aswad Syam, Harifuddin 
Manajer Online : Rasid Alfarizi 
Manajer Readership/Litbang : Dian Hendiyanto 
Sekretaris Redaksi  : Anggi S Ugart 
Dewan Redaksi : HM Alwi Hamu, H syamsu Nur, Sukriansyah S 
Latief, Nur Alim Djalil, Muhammad Yusuf AR, 
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b. Profil Celebses TV 
1) Sejarah Singkat Celebes TV  
Celebes TV adalah stasiun televisi di bawah naungan PT Sunu Network 
Broadcast Televisi, grandlaunching pada tanggal 16 juli 2011 (siaran uji coba) dan 
resmi mengudara pada tanggal 01 Agustus 2011. Celebes TV berada dalam kanal 31 
UHF dan disiarkan di enam Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan yaitu Makassar, 
Maros, Pangkep, Barru, Gowa, Takalar dan Jeneponto. Studio Siaran Celebes TV 
terletak di Menara Bosowa Lantai 15 Jl.Jendral Sudirman Nomor 5 Makassar, 
Sulawesi Selatan, Indonesia. 
Celebes TV merupakan televisi lokal ketiga yang ada di Kota Makassar, 
setelah Makassar TV dan Fajar TV. Celebes TV merupakan televisi lokal yang 
sumber daya manusianya merupakan gabungan, mantan sejumlah karyawan televisi 
nasional. Modal pengalaman bekerja di televisi nasional para awak Celebes TV 
diyakini mampu menyajikan siaran televisi lokal dengan kualitas nasional. PT Sunu 
Network Broadcast Televisi perusahaan milik Celebes TV menjalin kerja sama 
dengan PT Media Televisi Indonesia perusahaan pemilik Metro TV. Kerja sama ini 
berupa dukungan untuk operasional siaran televisi lokal yang merupakan anak 
perusahaan Bosowa Corporation ini. Awal kerja sama ditandai melalui 
penandatanganan Memorandum Of Understanding (MOU) atau nota kesepahaman di 
Menara Bosowa tanggal 25 Februari 2011. 
Penandatanganan MOU ini dilakukan direktur utama Celebes TV, Husain 
Abdullah dan direktur utama Metro TV, Wisnu Hadi. Husain Abdullah mengatakan 
televisi lokal ini dibangun dengan semangat muda dan jurnalis muda, bekal inilah 
yang akan menjadi Celebes TV sebagai televisi lokal yang mampu bersaing dengan 
televisi nasional. Penandatanganan MOU disaksikan oleh komisaris utama PT Sunu 
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Network Broadcast Televisi, Maddo Pammusu, Rusdin Tompo dan Anis Sakaria 
Kama.  
Wali Kota Makassar kala itu Ilham Arif Sirajuddin bersama pendiri Bosowa 
Aksa Mahmud meresmikan kantor dan studio Celebes TV milik PT Sunu Network 
Broadcast Televisi 16 juli 2011. Peresmian ini, sebagai bagian dari hari jadi Aksa 
Mahmud. Celebes TV yang bila disingkat menjadi CTV, dapat juga diartikan sebagai 
City TV, sehingga Celebes TV dapat dilihat sebagai stasiun televisi milik Sulawesi 
Selatan yang sekaligus milik Kota Makassar. Secara bersamaan, Celebes TV adalah 
City TV yang juga mewakili karakter kota metropolitan Makassar yang kontemporer, 
dinamis dan modern yang terus membangun dan bergerak sesuai perkembangan 
zaman, yang terbuka bagi semua upaya untuk mengangkat martabat warganya.  
Visi Celebes TV adalah menjadi lembaga penyiaran televisi yang inovatif dan 
dinamis, serta mengusung potensi dan kearifan lokal masyarakat Sulawesi Selatan 
kepada masyarakat setempat maupun seluruh Indonesia. Sedangkan misi Celebes TV 
adalah mengembangkan kegiatan penyiaran televisi sebagai media berita dan 
informasi yang sehat, mendidik dan membangun, yang dapat menjadi acuan gerak 
hidup masyarakat Sulawesi Selatan. Mengembangkan kegiatan penyiaran dengan 
memberdayakan potensi generasi muda untuk lebih mengembangkan kreatifitas dan 
kemampuannya di bidang penyiaran sehingga terlibat aktif memberi kontribusi bagi 
daerah maupun tingkat nasional. Mendorong penguatan informasi bagi gagasan 
gagasan lokal dan potensi-potensi lokal guna memberdayakan masyarakat untuk 
membangun daerahnya serta mencapai kesejahteraannya. Menjadi lembaga penyiaran 
unggulan dan kebanggaan semua lapisan masyarakat Sulawesi Selatan. 
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2) Struktur Organisasi 
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Rolle 
Koordinator liputan : Tri wisnu, Afwan Purwanto 
Presenter  :  Melky Loken, Gitamy Ariyani Ningrum, Tendry 
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Design Grafis Animasi : Zhulkifli Key 
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Master Control Room : Irland Saputra, Harris Harlan, Pippi Barham, 
Awan, Iyan, Herman, Tirta Rimba, Asmarani, 
Fachmi, Syawal, Ipank 
Teknisi  : Muhammad Aqsa, Adam, Dennis Bullewan 
Kontributor : Hendra Susanto, Ikram 
 
B. Sumber Data  
Data kualitatif mengacu pada esensi manusia, objek dan situasi. Secara 
esensial, pengalaman kasar tersebut kemudian diubah menjadi tulisan, yang masing-
masing bagiannya terakumulasi dalam teks yang diperluas.
4
 Data penelitian 
komunikasi kualitatif pada umumnya berupa informasi kategori substantif yang sulit 
dinumerasikan, berupa data interview dan data dokumen atau teks.
5
 Sumber data 
berdasarkan objek yang diobservasi adalah data teks berita Harian Fajar dan program 
siaran Celebes TV, sedangkan sumber data wawancara bersumber dari redaktur 
politik dan wartawan dari kedua media tersebut. 
 
C. Metode Pengumpulan Data  
Metode pengumpulan data penelitian ini melalui proses analisis dokumen dan 
wawancara mendalam. Analisis dokumen (teks) yang dimaksud melalui proses 
pengumpulan berita hasil publikasi Harian Fajar dan program siaran Celebes TV 
terkait pengkontruksian wacana calon gubernur jelang Pilgub Sulsel 2018. Berita 
                                                          
4
Denzin dan Lincoln, eds., Handbook of Qualitative Research (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2009), h. 593. 
5
Pawito, Penelitian Komunikasi Kualitatif, h. 96. 
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yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis melalui pendekatan CDA model Norman 
Fairclough dan Teun A.van Dijk.  
Tabel 3.1 
Unit Analisis dan Metode Pengumpulan Data 
 
Unit analisis Metode  Sumber 
Teks pemberitaan media lokal 
tentang calon gubernur Sulsel 
2018 
Dokumentasi teks berita 
dan program siaran  
1. Redaksi Harian Fajar 
2. Redaksi Celebes TV 
Praktik diskursus media dalam 
mengkonstruksi realitas Pilgub 
Sulsel 2018 
Wawancara mendalam  1. Redaktur Harian Fajar 
2. Produser Celebes TV 
Praktik sosiokultural dalam 
momentum Pilgub Sulsel 2018 
Studi pustaka dan 
penelusuran data relevan 
Dari berbagai sumber 
Sumber: unit analisis diadaptasi dari kerangka CDA Fairclough 
Fokus kedua penelitian ini bertujuan mencermati praktik diskursus media 
harian Fajar dan Celebes TV dalam mengkonstruksi realitas politik jelang Pilgub 
Sulsel 2018. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah indepth interview dan 
literature review untuk menganalisis praktik diskursus media dalam mengkonstruksi 
realitas Pilgub Sulsel periode 2018. 
 
D. Teknik Analisis Data 
Temuan data penelitian ini dianalisis melalui pendekatan kerangka critical 
discourse analysis model Norman Fairclough dan Teun A. Van Dijk.
6
 Proses analisis 
data penelitian ini berupaya menghubungkan antara hasil analisis teks berita dengan 
praktik diskursus media serta praktik sosiokultural menjelang Pilgub Sulsel 2018. 
                                                          
6
Eriyanto, Analisis Wacana, h. 221-282 dan 285-332 
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Model analisis data dan tahapan analisis data penelitian ini diuraikan dalam Gambar 
3.1 dan Tabel 3.2 berikut: 
Dimensi Wacana Dimensi Analisis 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Gambar 3.1  Critical Discourse Analysis model Norman Fairclough  
Sumber : Ibnu Hamad, Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa: Sebuah Studi Critical 
Discourse Analysis terhadap Berita-Berita Politik (Cet.I; Jakarta : Granit, 2004)  
Tabel 3.2 
Unit Analisis dan Metode Analisis Data 
 
Unit analisis Metode  
Teks berita Harian Fajar dan Program 
siaran Celebes TV 
Deskripsi teks didasarkan CDA Model 
van Dijk dan Fairclough 
Praktik diskursus Media  Interpretasi data hasil wawancara 
mendalam dengan redaktur 
Praktik sosiokultural Eksplanasi didasarkan pada kajian 
pustaka dan penelusuran data relevan  
Sumber: teknik analisis data diadaptasi dari kerangka CDA Fairclough 
Description (Text Analysis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOCIOCULTURAL PRACTICE 
Situasional, institusional, societal 
 
Process of production 
 
 
 
 
 
Process of production 
 
DISCOURSE PRACTICE 
 
 
 
 
 
TEXT 
Interpretation (Processing 
Analysis) 
Explanation (Text Analysis) 
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Pertama, deskripsi, yaitu menguraikan isi dan analisis secara deskriptif atas 
teks pemberitaan. Berita dalam konteks ini tidak dihubungkan dengan aspek lain, 
melainkan teks berita Harian Fajar dianalisis berdasarkan CDA model van Dijk dan 
program siaran Celebes TV berdasarkan CDA model Fairclough terkait 
pengkonstruksian reaitas poitik jelang Pilgub Sulsel 2018. Kedua, interpretasi yaitu 
menafsirkan teks berita dan program siaran yang dihubungkan dengan praktik 
diskursus Harian Fajar dan Celebes TV dalam mengkonstruksi realitas politik jelang 
Pilgub Sulsel 2018. Ketiga, eksplanasi yang bertujuan untuk mencari penjelasan atas 
hasil penafsiran peneliti dengan cara menghubungkan teks dan praktik diskursus 
media serta praktik sosiokultural jelang Pilgub Sulsel 2018. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai 
konstruksi teks pemberitaan dan praktik diskursus media dalam mengkonstruksi 
realitas Pilgub Sulsel 2018, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 
Teks berita Harian Fajar dan program siaran Celebes TV cenderung 
mengkonstruksi isu-isu populis mengenai realitas politik jelang Pilgub Sulsel 2018. 
Penonjolan kekuatan elit, parpol dan kelompok dominan serta pemarginalan posisi 
kontestan pilgub dikonstruksi dalam teks berita dengan penekanan pada elemen 
wacana; semantik, stilistik, skema relasi dan identitas aktor politik. Selain 
mendasarkan teks berita pada nilai magnitude peristiwa, rasionalitas survei, komentar 
pengamat politik, pernyataan opinion leader juga menjadi basis instrumental untuk 
melegitimasi gagasan redaktur/produser dalam pengkonstruksian realitas Pilgub 
Sulsel 2018. Konstuksi teks berita tentang realitas Pilgub Sulsel 2018 memberi kesan 
bahwa entitas media lokal berkarakter partisan, namun pemihakannya pada 
kepentingan kelompok dominan berlangsung secara samar dan dramatis dengan 
mengendalikan teks secara interdiskursif.        
Praktik wacana di ruang redaksi menunjukkan peran sentral redaktur yang 
tidak hanya sebatas agen pendefinisi realitas (second definers), tetapi juga sebagai 
aktor politik dalam kontestasi wacana Pilgub Sulsel 2018. Redaktur memiliki kuasa 
atas teks yang mampu menciptakan isu politik dalam pemberitaan sekaligus berkuasa 
menentukan arah wacana yang dikonstruksinya. Namun kekuasaan redaktur atas 
konstruksi realitas di bawah tekanan kepentingan ekonomi politik media, sehingga 
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mediasi pertarungan wacana dari berbagai kelompok sekedar diarahkan untuk 
pencapaian kepentingan politis dan ekonomis dari media itu sendiri. Praktik wacana 
dalam ruang redaksi karenanya tidak berlangsung netral atau steril dari pengaruh 
kepentingan ekonomi politik media di mana wartawan dan redaktur dituntut 
memainkan peran politik untuk berelasi dengan aktor politik pilgub dalam rangka 
memenuhi komoditas informasi dan kepentingan kapital pemilik media. 
 
B. Implikasi Penelitian 
Penelitian ini telah dilaksanakan secara optimal sesuai orientasi masalah dan 
pendekatan teori dan metode riset yang digunakan. Meskipun demikian, hasil 
penelitian ini dirasakan masih memiliki keterbatasan pada jenjang analisis teks berita 
dan program siaran media lokal, terutama penerapan konsep-konsep linguistik kritis 
pada analisis teks media, sehingga presentasi analisis berita secara tekstual ke 
depannya perlu dianalisis secara komprehensif. Selain itu, pada level analisis praktik 
diskursus media dalam pengkonstruksian realitas politik juga penting untuk 
menyertakan depth interview terhadap seluruh komponen struktural media, baik 
wartawan, redaktur, media owner dan relasi-relasi politik (personal dan institusional) 
di luar media. Selanjutnya pada level analisis sosiokultural membutuhkan pengkajian 
secara mendalam khususnya terkait gejala oligopoli dan pemusatan kepemilikan 
media dalam kaitannya dengan upaya pemenuhan ruang publik yang memungkinkan 
warga terlibat dalam diskursus politik yang demokratis dan rasional.   
Hasil penelitian ini merekomendasikan kepada lembaga pendidikan jurnalistik 
untuk membekali wartawan dengan kurikulum pendidikan politik khususnya yang 
terkait dengan komunikasi politik, demokrasi dan kepemiluan. Hal ini dimaksudkan 
agar wartawan memiliki wawasan pengetahuan memadai tentang politik yang 
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diharapkan ke depan menjadi acuan dalam pengarusutamaan literasi dan pendidikan 
politik kepada khalayak. Para akademisi dan pengamat politik juga senantiasa 
diharapkan membangun sikap kritis masyarakat terhadap konten media terutama 
dalam menghadapi berbagai momentum pemilu.            
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